
Q. bahwa agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lompung Tengah dapat, dilaksanakan eecara
efektif, efislen, berdayaguna dan berhasilguna serta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pertu
adanya petunju!< pelaksanaan untuk digunakan sebagai
pedoman dan dasar hukum dalarn pelaksanaannya;

b. bahwa alas casar pertim bangan hurur a tersebut di alas,
perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung
Tengab dengan Peratumn Bupati;

1. Vndang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan
Negara (l.embaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003
Nemer 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4286);

2. Undang-Undang Nomos- I Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negar a. [l.embaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nemer IS Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengclclaan dao Taosgung Jawab Keuaogan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 'rabun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20(l4 Nomar 1(l4, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daereh [Lembararr NegaraRcpublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarao Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah
beberapa kali diubah terakhir deogan Uodang-Undang
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(l.embaran Negam Republik Indonesia Tabun 2026 Nemer-1,
Tarnbabao Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7153);
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6. Undang,Undang Nomor I Tahun 2022 lenlAn.g Hubun8"ll
Keuangan ornlara Pemerintah Pu""l dan I'cmerintah Daerall
(Lembaron Ncgara Republik tndonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tamlxthon tembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
6757);

7. Undang·Undnn~ Nomor 35 Tohun 2024 tentang Kabupaten
Larnpung Tel1go.h dl Provinel Lnrnpung (Lcmbaran Negara
Rcpublik tndonesla Tnhun 2024 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Ne~Qr.. RepubUk Indcneela Nomor 6956);

8. Peraruran Pemerintah Nomos- 109 Tnhun 2000 ten tang
Kedudukan Keuongan KcpoJQ Do.raIl dan WaJdI Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneoia Tallun 2000
Nomor 210, Tambahan Lernbaran Negara RcpubUk Indonesia
Nomor 4028);

9. Peraruran Pemenntah Nomar 23 Tahun 2005 teruaeg
Peng.lolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Ncgarn Republik Indonesia Tohun 2005 Nomor 48,
Tambahun tembcran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) •• bognlmana tclah dlubah dengan Peraturun
Pemerlntah Nomor 74 TaJlun 2012, tcutang Perubahan Ata.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2025 tentang
Pon80101.on Keuangan Badan LByanan Umum (Lernbaran
Ncgara Republik Indonesia TAhun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara RcpubWc Indonesia Nomor
5340);

10. Perutumn Pemerintah Nomor 8 T.hun 2006 tentang
Pelaporan Kcuangan dan Kinerjo. In.lanai Pemcrintah
(Lembaran Negam Republik Indon.ola Tahun 2006 Nomor
25, Tambahun Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
4614);

11. Pemtumn Pcmerlntah Nomor 69 Tahul1 2010 tentang Tata
Cara Pembcrian dan Pemanfaatan tnsenut Pemunguw.n
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20)0 Nomor ) 19, Tambahan
Lernbaran Negara Rcpublik Indoneela Nomor 5161);

12. Peraturon Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standnr Akuntansi Pemcrintahan (Lcmbaron Negam
Repubhk lndoneeia Tahun 2010 Nomor 123, Tambnhan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraurren Pcmerinteb Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lombaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomar 5272):

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Oaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Ncgam Republik Indonesia Nomor 5533)
""i>ag&mana leiah dJubah dengan Peraruran PemerinUlh
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peracuran
Pemerintah Nomor 27 Tabu." 2014 tentang Peogclolaan
Barang MUik Ncgara/Daerah (Lembaran !>cgara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lernbaran
Nosare Republik Indonesia Nomor 6523);



IS. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 [.ntang
Pengelolenn Keuangan Oaerah (Lembarnn Negara Republik
indonesia Tafrun 2019 Nomor 42, Tambahan Lcmbnrnn
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturun Pemerinl4h Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evalua.i Penyclenggaraan Pemerintahan
Daerah (tembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor 6323);

17. Peraruran Pemerintah Nornor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sislem dan Transoksl EleklrOnik
(Lembaran Negarll Rcpublik tndonesla Tahun 2019 Noma.
185, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor
6400);

18. Peraruran Pemerinl4h Nornor 37 Tahun 2023 tentang
PengelolruanTransfer Ke Daerah (Lemwan Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara RcpubUk Indonesia Nomor 6883);

19. Peraturan Pemermtah Nomor 1 Tahun 2024 tenlAng
Harmonlsasi Kebijakan Piskal Naslcnal (Lembaran Negnra
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadlllln Barang/Jasa Pemerintah (LemOOrao Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah eeberapa kall diu bah tcrakhir dengan Peraruran
Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentqng
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LemOOrao Negara
Republik Indonesia Tabun 2025 Nomor 67);

2 J • Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman 'Teknis Pengelotaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menten Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang
perencenaan Anggnrnn, Pelaksanaan Anggaran, serta
Akuntansl dan Pelapornn Keuangan (8erita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) eebagalmana telah
diubah dengan Menlen Keuangan Nomor 107 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Menler! Keuangan
Nomor 62 Tabun 2023 tentang Pereneanaan Anggaran,
Pclakaartaan AnggAran. sertc Akuntansi dan PeJaporan
Kcuengan [Bcrita Negara Republik lndonesio Tahun 2024
Nomor 1082);

23. Peran.... n Menler! Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
tcntang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tllhun AnSllor"" 2026 [Berita Negaru
RepubIik Indonesia 2025 Nomor 727);

24. Peraruran Daerah Ko.bupaten Lampung Tengah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukon dan Susunan Perangkar
Daerah Kabupaten tampung Tengah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung 'fengata Tataun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lemberan Oaerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah
tcrakhir dcngan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Ncmor 8 TahuD 2025 tenro.ng Perubahan

•



sebagai Unsur
yang mernirnpin
yang menjadi

Oalam Pcraturnn BupatJ Ini yang dimakllud dengan :
1_ Daerah adalah Kesaruan masyarakat hukum yang

mempunyal batas-betas ..rilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus U'llsan pemerintnh dan kepentingan
masyarakat setempat menu rut prakarsa sendiri
berdasarkun aspirasi maeyarakat dalam elstem Negnra
Kesctucn RepubJi.k Indonesia.

2. Pernerlntah Daerah adalah Bupati
Penyelenggara Pemerintahan Oaerah
pelaksanuan urueen pernerintahan
kewenangan dacrab olonom.

3. Bupati adalah Bupatl Lampung Tengah.
4_ Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah yang selanJutnya disebut

DPRO adlll.h lembaga Pcrwakilan Rakyat Daerah yang
berkeduduklln sebagal Un our Penyel.n88l'J"l Pemerintaban
Oaenab Kabupeten Lampung Tengah.

5. sekretarte Da.erab adalah SekretarLs Daerah Kahupaten
Lampung Tengah.

6. Badan odalah Badan Pengelolunn Kcunngan dan Aset
Dacruh Kobupnten Lampung Tengah.

7. tnspektorat adalah Inapektorat Kabupatcn Lampung
Tengah,

8_ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Oaya
Manusi. adalah Sadan Kepegawaian dan Pengcmbangan
Sumber oaya Manusia Kabupaten Lampung Tengah.

9_ Keuangan On.Tab adalah ""mua bilk dan kewajiban deerah
dalam rangka penyelenggaraan pemcrlntah daerah yang
dapat dlrulai dengan uang termasuk dldalamnya segala
bentuk kekayaan yang bernubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

BAB I
K&TENTUAN UMUM

P...o.l 1

PERATURAN BUPATI TENTANO PETUH.JVK PELAKSAlfAAN
ANOOARAlf PENDAPATM DANBBt.ANJA DAERAlI

Kedu .. ata. Peraluran Dacroh Nomor 9 Tahun 2016 tentong
Pcmbentukan dan Suounan Pcrongkat Oae rah Kabupaten
Lampung Tengah ILembaraJl Deereb Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2025 Nomor 8, Tambahnn Lembatan Oaerah
Kabupaten Lampung T.ngah Nomor 76);

25. Peraturnn Oaerah Kabupntcn Ulmpung Tengab Nomor 9
Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolnan KeutuI8nn
Dnerah ILembaran Daerah Kabupaten Lampung Tcngah
Tahun 2020 Nomor g, Tambahan Lemba ran Daerah
Kabuputen L8.1nl)UI'l~1'el'l&311 Nomor 50);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Larnpung Tengah Nomor 9
Tahun 2025 tcntang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 ILembaran Dacrah Kabupalen
Lampung Tengah Tabun 2025 Nomor 9, Tambahan
Lembaran oaerah Kabupaten Lampung Tcngah Nomor 77).

MltMVTUSKAN :

Mcnctapkan



10. Pengelol... n Keuangan O• .,.h adaJah k.seluruban keci9UlJl
yang mehpuu percncono.an, pet4ksanaan, pen.atautahaan,
petaporan, pcnanggungjawaban, dan pengew• ...,n
keuangan daerah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja On.rah selanjulnyo.
di.chu! APBD o.dal"h rencana keuangan tahunan
pemcrintllh do.erah )'lUIg dibahaa dan diaetujui beruma
oleh pcmcrintah da.rah dIU1OPRD, dan diletapkan dengan
peraturan daerah.

12. Perangkal Oaerab yang selanJutnya d!sebul PO adalab
perangknt daerah sebagal unsur pcmbantu Bupau dan
Dewcn Perwttkilan Raky,u Oa.tab dalRm pcnyelenggaraan
urusan pemertntahan yang menjadi kcwenangen daerah
Kabupau:n Lampung Tengah.

13. Satuan KelJAlPengclOIB Keuangan DBetab yang sclanjulDya
disebut SKPKD adalah PCranakat daerah pada pemenntah
daeroh .elllku pcngguna anggananJpenlf&Una barBng. yang
juga mel4k.anakan pengelolnan keuangan daerah.

14. Pernegung KckuasBllClPengelolaan Keuangan Dncrob o.dnJah
Bupati Yilng karena jabotannya mernpunyal kewenangan
menyelenggarakan kesefuruhan pengeloiaan keuangan
daenah.

15. Pej.bal Pengclola Keunngan Daerab yang selanjumya
dlsebut PPKD adaJah kepala satuan kerja pcngelola
keuangan daerah yang selanjutnya disebul dengan kepala
SKPKO yang mempunyal tugas melaksanakan pcngeIolaon
APBO don bertindak sebaga! bendabara umum daerah.

16. Bendahuru Umum Dac rah yang selanjumya disebut sebagal
BUD Bdalah PPKD yang bertindaJ< dalam lcapa.siUlSsebqai
bendahara umum daerah

17. Penlf&Una Anggaran yang selanJUlnya d1sebul PA adalah
pejabat pemegang kewcnangan pengguna anggaran don
pengguna barang milik doerab untuk melaksanakan tugaa
pokok dOI\fWlgsi PO ynng dipimpinnya.

18. Kuasa Bendahara Umum Ollcrah yang aclanJutnya disebut
Kuasa BUD adaJab peJabal yang diberi kuasa untuk
melaJ<sanakan sebagjan tugas BUO.

19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selaJ1.julDya disebut KPA
"dalllh pcjabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagran kewenangan pengguna anggaran daJam
metaksanakan sebagian tugas dan fungsl PD.

20. Pejabat Penatausahaan Keuangan PO yang setanjumya
disebui PPK-PD adalah PCJ8bat yang melaksanakan fungal
tata usohQ keuangan pada PD.

21. Pejabat Pelaksana Tekni. Kcgiatan yang aelanjutnya di""btll
PPTK adaJah pcjabal pada unit kerja PO yang
melaksanakan saw atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya.

22. Bendahnrc Penerimaan adaJah pejabat fungslona) yung
dit.unjuk untuk menerirna, mcnyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempcrtanggungjawabkan uang
pendapatan daerah daJam rangka pelaksa.naan APBD pad.
PD.

23. Bendeham Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerime, merryimpan, mcnyetcrkan.
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk kepcrluan belanJa daerab dala.m rangl<a pelaksanoan
APSO pada PD.



24. EnllLa8 pelaporan adalah unil pemenn~ yang ",rdm
atas satu alaU Icblh enUtas alcuntansl yang menurut
ketentuan peraturan perunclang-undan~ wajlb
mcnyampnJk&n tsporan pcrtanggungjalliaban bcrupa
lnporun keuangan.

25. EnUl.. akulltansi adalah unil pernerimahan pcnggun"
anggaranl pengguna barang dan oleh karcnanya wajib
menyelenggarakan akuntnnsi dan menyusun taporan
keuangan untuk digabungkan pada enUta. pelaporan.

26. Unit kerJ. adalah bagian dar! PO yang mclakSllnalam satu
atau beberopa program.

27. Kas Umum Oacrah adalah temps.. penyimpanan uang
dacrah yang dllcnlukan oIch BupotJ unluk mcnampung
eeluruh penenmaan daerah dan dJgunakan untuk
membayar aeluruh pengeluaran dacmh

28. Rckening Ka. lImum Oacrah adoJah n:kening tempat
penylmpanan UWl&daerah yang dilcntukan olob Bupati
untuk menrunpung seluruh penertmaan dacrah dan
digunakan untuk rnembayar seluruh pengciuaran daerah
pada bank yru'8 ditetapkan.

29. Pcncrimaan Dacruh adalah uang yang masuk ke us
daerah,

30. I'cngeluaran Oacrah adalah uang )M& keluar dari kas
daerah.

31. Pend.polan Oaerah 9dalab hale pemerintab daerab yang
diakul aebQgai penambab nilai kcl<ayaan bcrsib.

32. Belanja Dacnth adalah kow"jiban pemcrlnlah daerah yang
diakui sebQgai pengurang nlIal kekayaan bersib.

33. Surplus Anggaran Daerah adoJah selisih Icbib aruara
pendapatan daerah dan belanja da.rah.

34. Oen.it Anggaran Oaerah adalah 8.lIsib kurang antara
pcndapatan daerah dan belanja deerah.

35. Pemblayaan Daerah adalah semua penerbnean yang pcrlu
dibayar kemba.1idan/alau pengetuaran yang akan ditcrima
kernbali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pad. tahun-tahun anggaran berikutnya,

36. 5i sa Lebih Pcrhitungan Anggaran yang s-olanjutnya disebut
SILPA adalah sclisih Icbih rcaJisaei pencrimaan dan
pengeluaran anggaran sclama saru periode aogganon.

37. Pinjaman Oaerah adalah semua transaksi yang
mengnkiballcan dserah menerima sc)umlah uang atau
mencrirna mnnIaat yang bernilai uang dan pihak lain
sehingga daerah dibebanl kcwnjlban untuk membayar
kemball.

38. Piutang Oaerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada pemerintah daerah danl atau hak pemerintah
daerah yang dapat dinilai dengnn uang sebagai akibat
petjanjian aiau akibat lainnya bcrdasarkan peraturan
perundang·undangan atau akibat lainnya yang salt.

39. Utang eaerah adalah jumlah uang yang wajib dihay,.,.
kepada pemerintah daerab dan/atau kewaJIban pemerlntah
daerah yang dapat dlnilai dencan uang bcrdasarkan
peTdt\.lt'(Lr\ perundang-undangnn. perjanjian. atau
berda.arkan sohab lainnya yang aah.

40. Dana Cadangan adaJah dana yang disisibkan guns.
mendanal kegiatan yang memerlUkan dana relatif 00_
yang ddak daper dipeDuhi dalam salu lahun anggaran.

I



41. Inve.tasl odalah penggunaan .oel. untuk memperoleh
mllnrOQllaJnnYIl sebinggll dopal meningkotkon kemampuan
pemerlnUlh doJam I'1lllgka polayanan kepada maeyaralcal..

42. Ookumen Pelaksanllan Anggaran PO )'nng selanjuUlya
dlsebut OPA·PO adalah dokumen yang memuat
pendapatnn, belanja dan pemb~an ynng cligunaltan
sebngai d.lor pelaksanaan IlnggatlUl oleh pcngguna
unggarnn.

43. pokumen Petaksanaan Pcrubahun Anggurun PO YIIJI8
"elur\]utny. dislngkat DPPi\·I·'O adalah dokumcn yang
rnernunt perubahan pendapatnn, beJar\]a dan pembiayaan
yang dlgunaknn .ebagoJ dasor pelaksanaan perubahan
anggaran oleh pcngguna anggoron.

44. Anggaran Kas adalah dokumen perkirslln aru. ko. masuk
)'8JIg bersumber cIari penerunaan dan pcrldraan arus kas
ketuar untuk mengatur kctersediaan dana yang cukup guna
mendnnai pelakaanaan koginl,," dAIAmsellap periode.

45. Surat P<:nyedia.o.n Dana yang seh'l'1lutnyll disebul SPO
adalah dokumcn yang menyatnkan lersedlanya dana untuk
meluksanakan keglatan .cbagal dasar penereuan SPP.

46. Surat Pcrmintaan Pe.mbayaran yang IclnnJutnya dlsingkat
SFP ndalah dokumen yang dlterbltkan oleh pcjabat yang
bertanggung jowab aras pelaksannan kegiatnn/bcnd.hara
pengeluaran untuk mengajukan pcrmintaan pcmbayaran.

47. SPP Uang Persedlaan yang selanjutnya diocbut Spp·UP
adalah dokumcn yang diajukan oleh bcndahara
penl!lCluaran untuk permintaan uang rnuka keJja yang
ber.,rot pengialan kernbali ('.",OIIlITlO) yang tidak dapat
dilakukon decgen pembayaran lo.ngaung.

48. SPP Gant! Uang Persediaan yang .ellll\iutnya disebut SPP­
OU adalah dokumen yang dlojukan olch bendahara
pengeluuran pcrmintaan pcngganti uang persedlaan yang
tidak dapat dilokukan dengan pemboyaran langsung.

49. SPP Tarnbahu» Uong perscdiaen yang aelanjutnya disebut
SPP·TU adulah dokurncn yang dlojuk ...., cleb bendaharn
pengeluoran untuk permlntaan tambahan uang persediaan
guna meJakaanaltan kegiatan PO yang bersifal mendcsak
dan lidak dapat digunakan untuk pernbayaraan langsung
dan uang persedirum.

50. SPP Langaung yang schmjutnya diocbul SPP·LS adalah
dokumcn yang diajukan oleh bendabaru pcngeluaran untuk
pcrmlntaan pcmbayaraan InngslIng k.pada pibak ketiga
atas dOOM pcrjanjia.n kontrak ketjn atau Sural perintah
kerj" lalnnya dan pembayaran 81\]1 dengan jumlah,
penerfma, pcruntukan, dan wektu pembnyaran tertenru
yang dokumtnnya disiapkan oleh PP'l'K.

51. Sural Perlntah Mernbayar yang selanjutnya dlsebut SPM
adalah dokumen yang digunakan/dlterbltkan oleh PA/KPA
untuk penerbitan SP2D am. beban pcngeluaran DPA·PD.

52. Surat P<:rinlab Membayar Uang Persediaan yang
seianjutnya disebut SPM·UP adaJah dokumen yang
ditcrbitkon oleh PA/KPA unruk penerbltan SP2D atas bcban
pengcluaran DPA·PD yang dipergunakon sebagai uang
persediaan untuk mendanai kegiatan.

5J. Sumt Pcrinlab Membsyar Oanu Uang P<:rsediaan yang
selanjulnya di""but SPM·OU udnlah dokumen yang
dlterbltkan olch PA(KPA untuk pcnerbitan SP2D atos bebon
pengelunrun DPA·PD yaDg dananyn dlpergunakan untuk
mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

•



(1) Pelaksano.an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dJlaksanakan berdasarkan prinsip-prineip keuangan daerah,
dikelola secara tcrtib, teat pada peraturan perundang­
undangan, efektif, elisien, ekonorrus, uansparan dan
bertanggung jawab dengan memperbaUkan asas keadilan,
kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;

(2) Yangdimaksud dengan:
a. dikelola secara tertib adaJah bahwa keuangan daerah

dlkelola secara tepat waktu dan repatguna yang didukung
dengan bukti-bukti adminlstrnsi yang dapat
dlpertanggungjawabkan.

b. taat pada peraturan perundang-undangan adaJah
pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada
peraturan perundang-undangan;

c. efektif merupakan pencepaian hasil program dengan
target yang Wah ditetapkan yaitu dengan earn
membandingkan kcluaran dengan h&SU;

d. efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum
dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan
terendah untuk mencapai keluaran tertentu:

c. ekoncmis mcrupakan prinsip pemerolehan mastakan
dengan kualitas dan kuantitae tertentu pada tingkat
harga yang terendah ..

f. transparan merupakan prinsip keterbukaan yang
memungkinko.n masyarakat untuk mengelahui dan
mcndapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang
keuangan daero.h;

g. bertanggungjawo.b merupakan perwujudan kewajiban
sescorang untuk mempertanggungjawabkan pengeloJaan
dan pengendalian surnber daya dan pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka
pencapaian rujuan yang telah ditetapkan;

h. keeditan ada.Jah keseimbangan distribus! kewenangan
dan pendanaannya danj'atau keseimbengan dletribust

•

PaBa)2

BAD II
PRINSIP - PRIN"SIP PELAKSANAAN APBD

54. SUral Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang
sclanjutnya SPM-TUadalah dolrumen yang diterbitkan oleh
PAl KPA untuk penerbitan SP2D "ta. beban pengeluaran
DPA-PD, karena kebutuhan dananya melebihi dati jumlah
batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan.

55. Sura, Perintah Membayar t.angsung yang selanjutnya
disebut SPM-LS adalah dokumcn yang diterbitkan oleh
PA(KPA untuk penerbitan SP2D ala$ beban pengeluaran
DPA-PD kepada pihak ketiga.

56. Surat Perintah Pencairan Dana :rang selanjutnya disebut
SP2D adalah dokumen yang digurtakan sebagai dasar
pencairan dana yang diterbitkan eteh BUD bendasarkan
SPM.

57. Barang Milik Oaerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perotehan
yang sah.



(I) Penanggungjawab Anggaran/PA wajib mcnyetenggarakan
pembukuan sesuai dengan kctentuan peraturan perundang­
undangan;

(2) Penanggungjawab Anggaran/PA yang danenye bersumber
dati APBD dilarang rnerangkap sebagai Penanggungjawab
Anggaran/PA yang dananya bersumber dari Anggaran
Pcndapatan dan BeJanja Negara (APBN);

Palal4

(2) Untuk melal<sanakan anggaran yang dimuat daJam DPA-PD,
Kepala PD menetapkan PPTK dan PPK pada PD yang
dipimpinnya.

(I) Dalam rangka pelaksanaan APBD yang dituangkan daJam
DPA-PD untuk Penanggungjawab/PA dan Bendahara
Pcnerimaan serta Bendahara Pcngeluaran ditetapkan dengan
Kcputusan Supan;

Paoal3•
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Penans:gung Jawab/Pencguna Angga.rau

BAB III
PELAKSANAAN PENGELOLAANAPBl>

(5) PD scbagai pengguna anggaran, harus dapat
menggunakannya secara efisicn, tepat guna, tepat sasaran
dan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyelenggaraan kegiatan oleh satuan PO dalam bentuk:
a. rapat kerja, rapat dinas, seminar. pertemuan widya. karya

dan sejenisnye;
b. upacara peletakan batu pertama, pembukaan,

penutupan, peresmian proye.k, kantor dan sejcnisnya;
c. penyambutan pejabat;
d. dibatasi sampai pada hal-hal yang sangat peoting.

(3) PO diJarang melakukan pengcluaran-pengeluaran yang
dibebankan kcpada Anggaran Bclanja Daerah unruk
keperluan:
Q. perayean atau kegiatan han besarj
b. pember-iarr ucapan selamat, hndiah/tanda mata,

karangan bunga dan sebagalnya untuk berbagai
peristiwa;

c. iklan ucapan selamat dan sebagainya:
d. pesta untuk berbagai peristiwa bagi perangkat daerah:
e. pengeluaran lain-lain untuk kegiaLan/keperluan yang

sejenis/ serupa dengan yang tereebur di alas;

hak dan kewajiban berd•• arkan pertimbangan yang
obycktif

i. kcpatuhan adalah tindalcan atau ouatu eikap yang
dilakukan dengan wajar dan prcporsional;

j. manfaat untuk masyarakal adalah bahwa keuangan
daerah diutamakan untuk pemcnuban kebutuhan
masyarakat;



(I) Bupati alas usul Penanggungjawab Anggaran/PA dapat
rnenetapkan KPA pada PO yang struktur organisasinya
memiliki beban kerja dan rentang kendali yang luas;

(2) KPA melaksanakan sebagian atau leb,h v._'C1IaOg PA yang
dilimpahkan kcpadanya yang telah ditetapkan dengan
kepuruean Bupati;

(3) KPA benanggungjawab kepada PA dan waJ,b menyampaikan
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan angganm yang
menjadi wewenangnye secera rutin setiap bulan, triwulan,
semeeter dan laporan akhir tahun;

(4) Laporan pertanggungjawaban KPA menjadi bagian yang tak
terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban PA kepada
Bupati Cq. Kepala SKPKD sclaku ppKD;

(5) KPA wajib meyelenggarakan pembukuan penatausahaan
keuangan aecam tertib dan terarur a!aS anggaran yang
dilimpahklUl kepadanya, dengan berpedoman pada SAP dan
peraturan perundang-undang;m;

(6) Dalrun hoJ KPA bcrhalangan melebihi dati 3 (tiga) bari atau
selama-tamanya 3 (tiga) bulan, wcwenang KPA kembali
menjadi weweneng PA, apabiJa mclebihl 3 (tiga) bulan belum
dapat rnelaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan
diri dari jabatan scbagai KPA. dan PA segera mengusulkan
peoggantinya.
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Bagian Kedua
Kuasa Pengguna Anepran

0) Penanggungjawab Anggaran/PA yang berhubungan dengan
PelaJcsanaan APBD, mcnyampailcan laporan setiap bulan.
semester sena prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dan
Japoran tahunan unwk penyusunan perhrtungan anggaran
secara tertlb dan teratur kcpada Bupati Cq. Kcpala Badan
selaku PPKD. dengan berpedoman pada Standar Akuntansi
Pernerintahan (SAP);

(4) Penanggungjawab Anggaran/PA yang sedang mcJakukan
pendidikan, cuu, perjalanan dina. atau saktt sehingga tidak
dapat melaksanakan kewajibannya diatur sebagai berikut;
a. apabila melebihi 3 (tiga) han sampai selama-lamanya I

[satu] bulan, Penanggungja ..",b Anggaran tersebut wajib
memberi1<an surat kuasa kepeda pejabal yang ditunjuk
untuk melaksanakan rugas-rugas P<:nanggungja ..reb
Anggaran/PA yang bersangkutan;

b. apabila melebihi I (satu) bulan sampai selama-lamanya 3
(tiga) bulan Bupati menunjuk sementara
Peno.nggungjawab Anggaran/PA dan diadakan bet-ita
acara serah ter-ima keadaan fisik dan keuongan;

e. apabila melebihi 3 (tiga) bulan belum dapat
melaksanakan tugas, maka penanggungiawab
Anggaran/PA tersebut dianggap mengundurkan diri
s.b_gal Penanggungjawab Anggaran/PA dan oleh karena
itu Bupati menetapkan penggantinya.



(I) Dalam hal beodabara pcngcluaran/pcnerimaan menyimpan
uang dalam suaru Bank, maka pcnyimpanannya. dilaJrukan
pada PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dalam bentuk
Giro;

(2) Jasa Giro atas simpanan bendahara pcngeluaran /
peoerimaan dimaksud agar dipindahbukukan kc rekerung
Kas Umum Daerah;

(3) Penanggungjawab Anggaran dan beodahara pengeluaran /
penerimaan wajib menyelenggarakan pembukuan /
pencatatan secara tertib, sebingga setiap saat dapat
diketahui:
a.. bahwa ikatan (komionenj yang telah dibuatnya tidal<

melampaui batas anggaran yang teracdia dalam OPA-PO
dan kode rekerung kegiatan belanja;

b. jumlah uang/dana anggaran yang maSlb tersedia;
c. Keadaan/ perkernbangan kegiatan baik fisik maupun

keuangan;
d. perbandlngan antara rencana dan pelaksanaannya;
e. penggunaan dana bagi pcngad .."n barong/jasa produkei

dalam dan tuar negeri.
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(I) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan di organisasi,
bendahara pcngeluaran/pcnerimaan dapat dibantu oleh
beberapa pcmbantu bendahara, oekurang kurangnya terdiri:
seorang kaslr, penyimpan uang, pencatat pembckuan,
pembuat dokwnen pengeluaran dan pcnerimaan uang;

(2) Penetapar pcmbantu bendahara pengeluaranj'penerimean
tersebut dlscsuaikan dengan kebutuhan dan ditctapkan
dengan Keputusan Kepala PD.

pasaJ 7

(I) Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan
dan bendahara pengeluaraan untuk melejcsanakan ruga.
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran PO;

(2) Bendahara pencrimaan dan bendo.hara pcngcluaman baik
secara langsung maupun tidak langsung dilanwg meJakukan
kegiatan pcrdagangan. pckerjaan pcmborongan dan
penjualan jasa atau bertindak sebapJ pcnjamin atas
kegialan/pckerjaan/penjuaJan sera membuka n:keningfgiro
pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau Iembaga
keuangan lainnya atas nama pribadi;

(3) Bendo.harn penerimaan dan bendahara pcngeluaran seeara
administratif bcrtanggungjawab au.. pclaksanaan tugasnya
kepada Kepale, PO selaku PA dan secara Fungsional
bertanggungjawab aras pelaksanaan tugasnya kepada PPKD
selaku BUD.
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8<lgiaD Ked",
8eDdahara Penerimaan dan Benclahara PengeJuarau



(I) Kepala PO dapar menetapkan 8endahara Penerimaan
Pembantu dan Bcndahara Pengeluaran Pcmbanru sesuai
dengan kebutuhan;

(2) BendaharQ Pcnerimaan Pembantu clan 8endahara
Pengeluaran Pcmbantu ha.nya melaksanakan penarausabaan
uang pada OPAKPAyang menjadi unit kerjanya;

(3) 8endahara Penerimaan PembAntu dan 8endabara
P<:ngcluaran Pembanru baik secara langsung maupun ticlaJc
langsung dilarang mc!akukan kegiatan pcrdagangan,
pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindaJc
sebagai penjamin atas keg;atan/pekelJaan/penjualan serta
membuka rekeningJgiro pos atau menyimpan uang pada
suaru bank atau Jembaga keuangan lainnya atas nama
pribedi:

PasallO

Ba.giaD Keempat
BeDdabara Penge.lu:a.ran Pembantu dan

BeDdahara Pe.ncrlmaaD Pem_ba.a.tu•

(I) Oalam IIaI bendahara penerimaan berhalangan, diarur
ketentuan sebagai berikut:
a. apabila melebihi 3 (riga) hali sampai selama-lamanya 1

[satu) bulan, bendahara penerimaan tersebut wajib
memberlkan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk
untuk melakukan tugas-rugas bendahara pcnerimaan
atas langgungjawab bendahara penerimaan yang
bersangkutan dengsn diketahui Kepsja PO;

b. apabila melebibi I (sam) bulan sampai selama-lamanya 3
(tiga) bulan, berue ditunjuk pejabat acmentara bendahara
penenmaan dan diadakan berna acara oc:rah tcrima;

c. apabila melebihi 3 (Oga) bulan belum dapat
melaksanakan tugas, malea diangpp yang bersanglrutan
teleh mengundurkan diri atau berhenti dan jabatan
sebegai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera
dlusulkan penggantinya

(2) Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan, diatur
kerentuan 6cbagai berikut :
a. apabiJa melebibi 3 (tiga) han sampai sclama-Iaraanya I

(satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebu! wajib
memberikan surat kuasa kepada pejabat >""'g mtunjuk
untuk melakukan rugas-tugas bendahara pengeluaraan
atas tanggungja",-ab bendahara pengeluaraan yang
bersangkutan dengan diketahui KopalAPD;

b. apabila melobibl 1 (satu) bulan sampai oc:lama-1amanya3
(tigll) bulan, harus dirunjuk pejabat semcntara bendahara
pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima;

c. apabila melebihi 3 (tiga) bulan belum dapat
melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan
tclah mcngundurkan din utcu bcrhcnti dati jabatan
sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu
segera diusulkan penggantinYL
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(2)

(I) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh perserujuan dati
PAjKPA melalui PPK·PO dnlarn rangka pengisian uang persediean
Dokumen SPP-UP sebagairnsna dimak.ud pad. ayat (II terdi,;
dan:
a. Surat Pcngantar Pengsjuan SPP-UP;
b. Ringkasan SPP-UP;
c. Rincian SPP-UP;
d. Salinan SPD;
e. Draft surai pernyataan untuk ditandatanga,ni oleh PA/KPA

yang menyarakan bahwa uang yang diminta tidak
dipergunakan untuk keperluan SPP-LS dan;

i, Lampiran In.iJ.1 yang dipertujcen.
(3) Ketenruan batas jumlah uang persediaan setiap PO berd •sarkan

pertimbangan pada ju.mlah anggaran PD sete1ah dilrurangi
perkiraan komponen beJanja daerab yang akan dilaksanakan
melalui pembayaran langsung (LS) serta mempertimbangkan
ketersediaan dana pads Kas Umum Daerah.

(4) UPdapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut:
a. 1/12 (satu per dua bolas) dan pagu DPAmenurut kJaslfikasi

belanja yang diijinkan untuk diberikan UP. maksimaJ
Rp.50.000.000.-(iima puluh juta) untuk pagu .":-pai dengan
Rp.3.000.000.000.-(tiga miliyar rupiah);

b. 1/16 ( sam per enam belas) dan pagu OPAmenurut kJasiftkasi
belanja yang cilijinkan untuk diberikan UP, maksimaJ
Rp_7S.000.000.-(rujuh puluh lima. jutal unLUk pagu diatas
Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) sampai dengan
Rp.5.000.000.000,.(lim3 milyar rupiah;

c. 1/18 [eatu per delapan belas] dari pagu DPA menurut
klasifika$i belanja yang diijinkan untuk diberikan UP,
meksimel Rp.IOO.OOO.OOO.-(.erAtu.juta rupiah) unruk pagu
diatas Rp.5.000.000.000.-(lima millyar rupiah) sampai dengen
Rp.7.000.000.000.-(tujuh miliyar rupiahJ;

d. 1/24 [satu per dua puluh empat) dan pagu DPA menuru.t
kJasifikasi belanja yang diijinkan u.ntuk diberikan UP, sampai
dengan atau Icbib Rp.200.000_000.-(dua rarus juta rupiah)
untuk pagu diatas Rp.7.000.000.000.-(tujuh JDiliyarrupiaaj;

•
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Penatau •• haan Pongeluaraan PO

(4) Bendahara Penerimaan Pernbantu dan Bendahara
Pengeluaran Pernbantu wajib rnenyetenggarakan pembukuan
yang tertib dan teratur alas uang yang menjad.i
wewenangnya denga.n berpedoman kepada SAP dan
Peraturan Perundang-undangan;

(5) Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran Pemoo.ntu wajib meeyampaikan laporan
pertanggungjawabanpelaksanaan anggar"" yang menjadi
wewenangnya, kepada Bendo.hara penerimaen dan/otau
Bendahara Pcngcluaran PO paling larnbat tanggal 5 settap
bulannya;

(6) Lapomn pertartggurtgjawabun Bendahara Penerimaan
Pernbantu dan Bclldahara Pengeluaran Pembanru menjadi
bagian yang tidak terpisahkan drui Laporan
Penanggungjawaban Bendahara Penerimaandan Bendahara
Pengeluaran.



(I) Pencrbitan pengajuan dokumen SPp·TU diJakukan oleh
bend ahara pengeluaran unruk memperoteb persetujuan dan
PA/KPA melalui PPK·PO dalam rangka tambahan uang
peraediann.

(2) Ookumen SPI'·TU sebagaimana dlmal<sud ayat (1) temit!
dan:
a. sural pengantar SPP·TU;
b. ringkaaan SPP·TV;
c. rincian SPP·TU;
d. sabnan SPO;
e. sural pemyataan untuk ditandatanganl o!eb PA/KPA

)'lllIg menyatakan bahwa uang yang diminta tidal<
dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang
per •• diaan saar pengajuan SP20 kepada Kuasa BUD;

f. sural keterangan yang memuet penJelasan keperluan
pengisian tambahan uang peraedlnan: dan

g. Iampiran lainnya.
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(I) Penerbltan pengganuan SPp·GU dilokukan oleh bendahara
pengeluaran untuk memperoleh perseunuan dan PAl KPA
melaJul PPK·PO daiam rangka ganti uang persediaan;

(2) Ookumen Spp·GU sebagaimana dlmal<8ud ayat (I) lerdiri
dan:
a. surat Pengnntar SPP-GU;
b. ringkaoan SPP·OU;
e. rincian SPP OU;
d. surat pengcsahan laporan pcrtanggttngJa_ban

bendaham pengeluaran alas penggunaan dana Sural
Permlntaan Pembayaran Uang F'eraediaan/Ganti Uangl
Tambahan Uang (SPP.UP/GU/TUI sebelumnya:

e. salinan SPD;
r. sural pcrnyotaen untuk ditandau>ngoni oJch PA/KPA

yang menyatakan bahwa uang yang dimirna adak
dlpergunakan unruk kcpcrluan ""lain ganli uang
persodiaan saar pengajuan SP20 kepada Kuasa BUD; dan

g. lamprren lain yang diperlukan.

•
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d. perubshen besarsn UP diluar ketentuan pad. butir a
IO(U1\pAi dengan e ditetapkan oleh Kepala Badan;

e. ptnl!8l'Jllian kembali UP oe~monQ dimaluud pade.
buur a IIAJ1lpai dengan e dapal dilakuIcan oc:tI4p bulan
~aunJ dengan be$aran eapalan uan& }'l1lIg dapal
diperUlnggungjawabkan dan d,lakukan tuLUP buku
bulanan:

t. pengganuan kernbali UP ..,bagaimllno dlmaksud pad.
butir 0 60mpal dengan e dapot sebelum dUtlkukannya
lulup iJuku bulan." pad$ bulan bcrkenoan do.pat
dlbcrlkan spablla dana UP Lelah dlpergunakan sekurans·
kumngnya 75% (rujuh puluh lima persen) dan dana UP
yang dherima:

8. dalam hal ptn88\lnaan UP belum mencepai 75% (tuiuh
puluh lima persen], ocdangkan PO yang ber$a.ngj"n.an
mc::rne-rlukanpendanaan melebihi lila. dana. yang tersedia,
makA dapat mcngaJukan TUP.



(I) PPTK menyiapkan dokumen SPP·LS untuk pengadaan
barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara
pengeJuaran dalam rangka pcngajuan pcrmintaan
pembayaran;
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(1) Penerhitan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran
langsung dengan jumlah yang lelah diletapkan dilalrukan
olch bcndahara pengeiuamn guna mcnpcroleh perserujuan
PAjKPAmelalui PPK-PD;

(2) SPP langsung dapat dikelompokan menjadi:
a, SPP-LS Gaji dan Tunjangan:
b. SPP-LS Barang dan J"sa Non Pihak Ke-3;
c. SPP-LS Barang dan Ja"" Pembayaran Kepada Piho.k

Kctiga;
d. SPP-LS Belanja Pengeluaran SKPKD_

(3) SPP-LS Belanja Pengeluaran SKPKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (21mencakup:
a. belanja Bagi Heeil dan Bantu"n Keuangan;
b. belanja Bantuan Sosial yang nilainya diatas Rp.

5.000_000,- (lima juta rupiah) dan t.elah
diserujui/ditetapkan oleh Bupati:

c. belanja Hibah;
d, belanja Tidal< Terduga;
e, pembayaran pokDk pinjlll1UlDyang jatuh tempo, biaya

bunga. dan biaya admini.tnltlf pinjaman;
(_ pengeluaran pembiayaan Ialnnya.

(4) Dokumen SPP-LS oebagaimano dimak.ud a)''''l (1) terdiri
dari:
a. surat pengantar SPP-L.S;
b. ringkasan SPP-LS;
c. rincien SPP·LS dan
d. Jampiran Spp·L.S_
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(3) Batas jumlah pengajuan SPP·TU harus mcndapat
persetujuan dari PPKD dengan mempcrhatikan rincian
kebutuban dan waktu pcnggunaan.

(4) Oalam hal dana tambahan uang tidal< habis digunakan
daJam 1 (salu) bulan, mal<a aisa. tambaban uang disezor ke
reltcning Kas Umum Daerah.

(5) OaJam rangka unruk mempertanggUngjawabkan dana
Tambahan Uang yang diterirna, Bendahara Pengeluaran
mengajukan SPP·TU-Nihil. dcngan dilampiri :
a. surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara

Pengeluaran atas pcnggunaan dana TU bcserta lampiran
dan bukti-bukti pendukungnya;

b. r-irrciari pengeluaran per Rin.ian Objek Belanja,
(6) Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP·TU

sebagaimana dimaksud dalam pasal II, pasal 12, dan pasa.1
13 digunekan daJam rangka pelal<sanaan pengeluaran PD
yang harus dipcrtanggungjawabkan.



(1) PAfKPA meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU,
SPP-nJ dan SPP-LS yang diajukan oleh bendaham
Pengduanan;

(2) Pcnelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) diJaksanakan oien PPK-PD;

(3) PPK-PO mengadaken verifikasi terhadap SPP mengenai
kebenaran pcngeluaran anggaran, kctcpatan rujuan
pengeluaran, ketcpatan pembebancn kode rekenlng,
kelengkapan pembuktian dan kebenaran scrta sahnya
tagihan:

(4) OaJarn hal dokumen yang diajui<an sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak lengkap, PPK·PO mengembaJikan
dokumon SPP·UP, SPP-GU. SPP·TU. dan SPP·LS kcpada
bendahara pengeluaran unruk diJongkapi;

(5) DaJarn hal dokumen SPP tidak lengkap dan sah, PPK-PO
mcnyinpkan surat penolakan penerbitan SPM. selambat­
lambatnya 1 hurl sejak dokumen SPP diterima;

(6) Oalam hal berkas SPP terscbut dinyatakan Iengkap dan sah,
PPK·PD menyiopkan rancangan SPM sesuai dengan jenis
SPP yang diajukan oleh Bendahara Pcngcluaran;

(7) Penyiapan SPM selambat-lambatnya 2 {dual han scjak
berkee SPP dinyatakan lengkap dan sah;

(8) PPK-PO mongajukan rancangan SPM kepada Kepala PO
untuk ditandatangani;

(9) Berdasarkan rancangan SPM yang telab dltandatangani,
PPK-PO menerbitkan SPM, dan kemudian diajukan Jr.epada
kepala PO untuk diotorisasi dan ditandatangam:

(10) SPM yang lelah dlctorisasi, setanjutnya diteruskan kepada
Kepala SKPKO selaku BUD untuk dlterbitkan SP2D;

Pasal!?

(1) Bendahara pcngcluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 aya; (I) kepada PA setelah
ditandatangani oleh PPTK guna rnemperoleh persetujuan
PA/KPAmelalui Pejabat PPK.PD;

(2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada Pasa! 14 ayat (2) hUM
c untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga
berdaaarkan kontrak danj arau eurat perintah kerja setelah
diperhitungkan kewajiban pihak kong" eesuai dengan
ketentuan penaturan perundang-undangan;

(3) SPP-LS bel4nja barang dan jaea untuk kebutuhan PO yang
bukan pembayaran langsung kepadu plhak ketiga dikelcla
oteh bendahara pcngeluaran.

Pasa! 16

(2) DaJam hal kelengkapan dokumen yang diajukan
$ebagaimana climaksud pada PasaJ 14 ayat (4) tidak lengkap,
bendahara pengcluaran mcngcmbaJikan dokumen SPP-LS
pengadaan bamng dan jasa kepada PPTKuntuk dllengkapi.



(1)Untuk sctiap pcngeluaran atas beban APaD diterbilkan SPD
atau kepurusan lainnya yang disamakan dengan itu, oleh
pejabat yang berwenang;

PasaJ 19

Bagian Ketujuh
Penatausahaan Pengeluaran SKPKD

PasaJ 18

(I) Penyetoran peneritnaan pendapetan daerah oleh bendahara
penerimaan ke dalarn kas umum daerah dilakukan dengan
uang tunai;

(2) Penyetoran sebagalmana dirnaksud pada ayat (1) ke rekening
kas umum daerah pada bank pernerintah yang ditunjuk,
dianggap sah setelab Kuasa BUDmenerima nota kredit;

(3) Bendahara pcnerimaan dilarang menyimpan uang, cek atau
surat berharga yang daJam penguasaannya lebib dari 1
(satu) hari kerja danjatau atasnama pribadi pada bank atau
giro pos;

(4) Bendahara penerimaan pada PD wajib menyelcnggarakan
pembukuao dan penatausahaan terhadap seluruh
penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang JDenjadi
tanggungjawabnya;

(5) Bendabara Penerimaan pada PO wajib menyarnpaikan
laporan penanggungjawaban penerimaan secara
administratif kepada PA melaJui PPK·PD serta secara
fungsionaJ kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya;

(6) Laporan pertanggungjawaban pcneritnaan sebegaimana
dimaksud ayar (5)diJampiri dengan;
a. buku Kas Umum;
b. buku pemoantu per rincian obyek penerimaan;
c. buku rekapuulasi penerimaan harian; dan
d. bukti-bukti penerimaan lainnya yang sah.

(7) PPK·PD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
Japoran pertanggungjawaban bendahara peneritnaan, daJam
rangka rekonsiliasi penerimaan:

(8) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan
Japoran pertanggungjawaban peneritnaan kepada bendahara
penerimean paling lambat tangga.l5 bulan berikucnya;

(9) Bendahara penerimaan melakukan verilikasi, evaJuasi dan
analisa terhadap Iaporan pertanggungjawaban penerimaan
olch bcndahara pencrimaan pcmbantu-;

(10) Penulisan kode rekening dalam Surat Tanda Setoran (STS)
berpedoman pada peraturan perundang-undangan,

Bagl.anKeenam
Penatausahaan Penuimaan

(II) Subtansi vaJidasi kebenaran dokumen kelengkapan SPM
untuk penerbitan SP2D menjadi tanggungjawab sepenuhnya
PA/KPA.



(1) Pencairan dana pada Kas Umum Daerah, rnelalui prosedur
SP20 yang diterbitkan oleh Kopala SKf'KD selaku BUD;

(2) Penerbitan S?2D diajukan oleh Kepala PO dengan
menyampaikan berkas SPM dengan kelengkapan
persyaratan yang telah ditentukan eesuai jenis SPM yang
diaJukan:

(3) Kopala PO menyarnpaikan berkas SPM bcserta
kelengkapannya kcpada Kuasa BUD untuk divcriflkasi;

(4) Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai
surat pernyataan Verifikasi PPK.PO/PPK unit PO dan surar
pernyataan tanggung jawab mutlak PAl KPA, Kuasa BUD
meiakukan veriftkasi dengan langkah sebagai berikut:
Q. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja

terkait tidak melebihi sisa anggaran;
b. meneliti dokumen SPD untuk memasukan persedlaan

dana untuk belanja terkalt tetah disediakan:
c. mcneliti dan mcmastikan kelengkapan dokumen yang

rnenjadi pcrsyaratan pengajuan SPM antara lain meliputi:
L SPK/Kontrak
2. F'otocopy Rekening Giro/Buku Kas pihak ketiga
3. f"otocopy NPWP pihak kctiga

Paw 21

(I) Dana Anggaran yan!: dlperlukan gun. membiayai belanja
disedte ken dengan menerbitkan SPO setelah DPA·PD
disahkan .

(2) SPD untuk keperluan belanja tidak langsung dan belanja
langsung diterbinkan untuk kepertuan I (SAtU) bulan dan
atau 8C8Uai dengan kebutuhan.

(3) Penerbitan SPO berdasarkan surat permohonan penerbitan
SPO yang diajukan oleh Kepala PD. setelah melalui
pemerikeacn ami; kebenaran jumlah permohonan SPD
tersebut dengan jumlah menurut OPA, serta pertimbangan
atas ketersediaan dana pada Kas Umum Oacrah.

•
Paeal20

(2) Tidak dibenarkan rnelaksannkan anggaran belanja udak
lanssuns/anggoran bclnnja langsung, [ika tidak tersedia
a,,!!Sarar> dalarn APSO/Perubahan APBD:

(3)Anggaran yang dtsedlakan pada settap kudo rekening
merupakan betas tertinggi belanja, oleh karen a ilea ridak
dibenarkan melaksanakcn anggllran belanju tidal<
langsung/anggaran belanJa langsung mclampaul batao
anggaran yang [elah disedlakan:

(4)PO yang mendapat ..lokasl enggernn bclllnja tidak
tangsungjanggaran belanja tangsung seliap keglatan
dlruangkan pada OPA·PD sesual dengan maslng-mastng
kode rekening belanja;

(5) Permlntaan belanja yang belum tcrprogram dalam APBD,
harus terlebih dahutu mendapat persetujuan Supatl.



(1) Bendahara. sebagai wajib pungut pajak dalarn melakukan
setiep pernbayaren harus memperharikan dan melaksanakan
peraturan perpajakan yang berlaku, yarru melakukan
pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPhJ, pajak

Pasal23

Bagian Kedelapan
Kcw.yiba.D Bcndahara

PPKD wajib menolak apabila:
a, Pcrmintaan pcmbayaran UP, GU, TV dan LS tersebut tidak

sesuai dengan kelompok, [ents obyek dan rincian obyck
belanja dan/atau melampaui jumlah uang yang disediakan
dalam DPA-PO dan SPO;

b. Perrnintaan pembayaran UP, GU, TU dan LS tersebut tidak
didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,

4. Fotocapy surat jaminan bank QtQUyang dlpersemakan
YQng dikclunrkon olen bank atau LembagQ Keuangan
lainnya

5. BukLI AsH pembayaran esurunei Tcnaga Kerja yang
dlkeluarkan BPJS Ketenagakorjaan

6. Berita Acara Pembayaran
7. Berita ACAr.Pemeriksaan Pekerjaan
8. B.rita Acara .crah terime Pekerjaan/Barang
9. Surat Pernyataan TonQSl..ngjQwabMutlak (SPTJM)
IO.Penolitian Kelcngkapan Dokumen SPP

d. MenSUJikcbenaran perhltungan taglhan atas beban APBo
yang tercantum dalam Perintah Pembayaran

(5) Apablla berkas SPM dlnyatakan lengkap dan sah, maka
berkns pengajuan SPM dibubuhi cap ·Setuju diterbltkan
SP20" dan selanjuLnya dlterbitkan SP20;

(6) Apubila berkas SPM iersebut dlnyatakan tldak lengkap
dan/ aiau tldak sah maka berkas pengajuen SPM dibubul'ti
cap "Ditclak Penerbitan 8P2o' dan setanjutnya berkas
dikernbalikan kcpada PO, dengan dilampiri Surat Peno)akan
Penerbitan SP20;

(7) 81'2D yang dlterbitkan oteh BUD dikategorikan sebagai SP20
UP, SP2D au, SP20 TU, dan SP2D LS. sesuai dengan SPM
yang mendasarl penerbitan SP2D tersebut;

(8) Penolakan Penerbitan 8P2D sebagairnana dirnaksud pada
ayat (5). selambat-Iambatnya I (satu) hari kerja sejak
diterimanya SPM;

(9) Penerbitan SP2D unruk berkas SPM yang sudah dinyatakan
lengkap dan sah diatur eebagai berikut:
a. SP2D UP/TU/LS diterbitkan sclarnbat-lambatnya 2 (dua)

hari kerja sejak SPM diterima;
b. 5P2D au diterbitk an selambat-larnbatnya 3 (tiga) harl

kerja sejak SPlvl dit.erima.
(10) Pada akhir tahun anggaran, BUD menerbitkan 5P20 Nihil

dan SP20 TU Nihil a.ouai dengan berkea SPM QU Nihil dan
SPMTU Nihil yang diajukan oleh Kopala PO_

Panl22
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(,L) Bendaharu mencatat scrnua penerimaan dan pcngcluaran
dalam Buku Kas Umum (BKU) yang dllnkukan sebelum
pembukuan dalem Buku Pembantu Kas (BKP);

(2) BKU Bendahara ditutup tiap bulan dan dlketahui oleh
PenanggunglawabAnggaran;

(3) Si80 BKU haru •••• ual dengan 91saSKI';

(4) Jumlah yang tertera dalam SKU adalah menunjukkan secara
keseluruhan uang yAng ada dalam pengurusan baik tunai
rnaupun slsa bank dan surat-surnr berharga;

(5) Setiap transaksi (bukti sah belanja) harus dicatat terleblh
dahulu dalam SKU sebclum dibayarkan kepada yang bcrhak
rnenerima, dengan didukung bukti-bukti sesuai dengan
peraturen yang berlaku:

(6) Pelaksanaan dan penatauaahaan keuangan daerah
berpedornan kepada peraturan pcrundang-undangan;

(7) Penglsian dokumcn pcnatausahaan penerimaan /
pengeluaran dapat mcnggunakan aplikasi kornputer dan
atau slat elcktronik lainnya;

(S) Perbaikankesalahandalam buku kas yang dlsebabkan oleh
kesalahan tulis, pcmbctulannya sebagai berikut:
a, bila terjadi kesalahan tulis dalam bulan berjalan dan

diketahui sebelumBKU/ BKPditutup, maka perbaiknnnya
dilakukan dengan rnemakai dua gari$ lurus pada
angka!tuHsan yang satan dan dlganti dengan angka
tulisan yang benar dan dibubuhi paraf, dimana angka
rulisan yang dicorei masih dapat dibaca:

b. apablla kesalahan tulis sebagaimana tcrsebut diatas
diketahui setelah tutup tahun anggaran supaya
dibuatkan berita acara dlketahui oleh Sekretarls Daerah.

(9) Pengurusan dokumen-dokumen keuangan harus dttakukan
oleh yang bcr-hak do-lamhal yang berhak berhalangan dapat,
dikuesakan kepada orang lain dengan ketentuan eebagai
berikut:
a. surat kuasa tetap harus dibuat dihadapan notaris:
b. surat kuasa yang tidak dibuat dihadapan notaris, hanya

berlaku ] (satu) kali pemberian kuasa dan diketahui oleh
.Kepala PO dan dibubuhi cap PO yang bersangkutan.

(10) Apabila terdapat sisa kas pada bendahara penerirnaan /
pengeluaran, diatur kerenruan sebagai berikut:
a. sisa Kas yang ada pada bendahara penerimaan I

pengeluaran sudah harus disetor ke Kas Urrrum Daerah
paling Lambat akhir DesemberTahun Anggaran yang
bersangkutan;

b. sisa Kas yang disetor ke Kas Umum Daerah di atas
tanggal 31 Desernber tahun anggaran yang bersangkutan
sampai dengan selambat-Iambatnya tanggal ]0 Januari
tabun anggaran berikutnya (Sisa UP)~ haru$ dicatat

•
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Pertambahan NUai (I'Po). PaJak Penjualan Barang Mewah
(pPn-BM) dun jenis-jenia latrmye sesuel dengan ketentuan
yang bertaku:

(2) Semua penerimaan pajak yang dlpungut harus segera
dlsetor ke Kas Negara dalam waktu 24 (dua puluh ernpat]
Jam aojok dipungutnyo. pajak dimakeud.
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(1) Apabila surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada tanggaJ 10
bulan berikutnya beJum diterirna oleh Kcpala PO, maka
Kepala PO mengirim Burnt peringatan pertama kepada
bendahara yang bersangkutan, yang tembusannya
disampaikan kepada Jnepektorat;

(2) Apabila $PJ tersebut beJum juga disarnpaikan pada tanggaJ
20 bulan yang sarna, maka Kepala I'D mengirimkao surat
peringatan kedua, yang tembusannya disampaikan kepada
Inspektorat,

(3) Kepala PD mengarnbil tindakan-tindakan peyelesaian
keterlambatan SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat. (I) dan
ayat (2).

(1) Bendahara pcngcluaran setlap bulan seeara administratif
wajib rnempertanggungjawabkan penggunaan uang yang
dikelota kepada Kepala PO selaku PA melalui PPK·PO serta
secara fungsional kepada PPKD setaku BUD paling Jambat
tanggal 10bulan berikurnya;

(2) Ookumen laporan ""rtanggungjawaban sebagalmana
dimaksud pada ayat (I) mencakup:
a. kas umum:
b. ringkasun pengeluaran per-rincian obyek yang disertai
dengan bukti-bukti pengcluaran yang sah;

c. bukti atas penyetoran PPn/PPh ke Kas Negara;
d. registrasi penutupan kas.

(3) Setiap bukti pengeluaran/pcnggunaan uang
pc::rtanggungjawaban oleh bendahara harus divcrifikasi
terlebih dahulu oleh PPK·PD pada PO yang bersangkutan:

(4) ApabiJa berkas pertanggungjawaban eebegaimana dimakaud
pada ayat (3)dinyatakan lengkap dan sah, serta telah sesuai
menurue ketentuan, PA menerbitkan surat pengesahan
laporan pertanggungjawaban;

(5) Apabila berks. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap dan tidak soh
menurut ketentuan yang berlalcu, maka berkas Surat
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dikembalikan
lagi unruk dilengkapi dan diperbaiki, dan diterbitkan Surat
Penclakan Pengesahan Pertanggungiaweban.

•
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Bagi ..n KOlombUan
PcrtaDccungjawMban PA

sebagai Kas di bendahara penerimaan/ pengetuaran pad.
Neraca PO Qkhir TQhun Anggaran dan diungkapan dalnrn
Cataean Atae Laporan Keuengsn (CALK) PO;

c. penyetoran sebagalmana dirnaksud pada hU.ruf a dan b
dllalcukan dongsn menggunakan Sural Tanda Setcran
(STS)menurui rincian masing-maslng kode rekening yang
dlsetor.



(1) Tanda tangan pada surar penagihan dan tanda tangan yang
dicantumkan pada kuiransi pelunasan hams sama antara
yang eatu dengan yang Jalnnya, akan tetapi apabila ada
lando. tangan yang dibubuhkan diatas bukan tanda tangan
yang seharusnya agar dllarnpirkan surat kuasa, yang
menyatakan pemberian kuasa dengan menyebutkan nama
dan alamat yang jelas dari yang berhak menerirna
pernbayaran (penerima kuasa] dimaksud;

(2) Tanggal yang tercantum pada kuitansi tidak harus
bersamaan dengan tanggel yang ada pada surat penagihan,
akan tetapi tanggal yang tercantum pada kwitansi ridak
bolch mendahului tanggal yang rercantum pada surat
pcnagihan;

(3) Dalarn hal penerima uang tidak panda! menulis huruf latin.
rnaka. yang bersangkutan harus membubuhi cap jempol
kirinya, dan saat pembayaran dilakukan har-uadiaakaikan 2
(dua) orang saksi yang dikenal oleh bendahara
penerimaanypengeluaran dan mampu untuk diangkat
sumpah dengan membubuhkan tanda tangan masing­
masing pada tanda bukti pelunasan kuitansi dan
menyebutl<an nama jelas, pangkat, jabatan dan alamatnya
serta menerangkan bahwa jumlah uang yang tercantum

P"8al28

(1) Tanda bukti yang disyaratkan sebagaJ tarnpiran surat
pertanggungjawaban laztmnya terdiri dari surat
pertanggungiawaban dan tanda petunasan [kuitansil beserta
bukti pendukung lainnya;

(2) Syarat-syarat yang harus dlpenuhi untuk sahnya tanda
pelunasan (kuitansi) adalah .cbaaai berikut:
a, tand a bukli pelunasanypengeluaran dibuat atas nama

dinas/lembaga/ eatuan keJja/perustlhatln dan udak
diperkenankan atas nama prfbedl:

b. daiam tanda buktl petunasanjpengetuaran jumlah yang
terrulls dengan huruf harus sama dengan yang tertulis
dengan angka, tanggal pelunasan dan kode rekening
pembebanan tanpa cecal baik coretan maupun
penghnpusan dan perubahan:

c. uraian dalam tanda bukti pelunasanypengelueran harlJ~
jelas dan scsuat dengan tujuan pengetuaran dana yang
tercantum dalam DPA.PD;

d. tanda bukti pelunasan/ pengeluaran harus
ditandatangani oleh yang berhak menerirna pernbayaran •
tanda tangan dilakukan dengan tinta hitam dan daya
tahan tintnnya terjamin (tidak luntur]:

c. apabila yang berhak menerlma pembayaran lebih dari 1
[satu] orang rnaka tanda bukti pelunasanj pengetuaran
yang menandatangani cukup 1 (saru) orang yang mewakili
tetapi harus didukung oleh daltar nama- nama yang
ditanda tangani oleh rnaaing-maaing penerima
pembayaran;

f. dalam tanda bukti pelunasan/pengeluaran harus
dicantumkan nama pcnerirna pembayaran, dlbubuhl
tandatangan serta cap dtnas/Lembaga/ satuan kcrja
!perllsahaan yang bersengkuten secara jelas.

•
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(1) Tanda bukti pernbayaran uang muka kerja/panjar belum
dapat dijadikan sebagaipertanggungjawaban;

(2) Uanll muka kerja / panjar adalah uang yang harus dlberikan
oleh bendahara peuerimaan I pengeluaran terlebih dahulu
sebelum suatu keglatanj'pekerjaan dilaksanakan, dan
bendahara penerimaan / pengeluaran dapat rnembuat tanda
terima sementara sebagai bukti pengeluaran uang dar! kas
bendahara penerimaan I pengeluaran;

(3) Pemegang uang muka kerja/ panjar adalah orang yang
ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran pernbantu yang
ditelapkan dengan Keputusan Kepala PO, kbusus untuk
menynmpaikan pembayaran kepada yang berhak
menerirnanya,

(4) 'l'ujuan pemberianuang muka kerja/panjar adalah untuk
membantu kelancaran tugas-rugas bendahara, malta dalam
pclaksanaannya diatur sebagai bcrikut:
a. bagi bendahara penertmaanypengeluaran pengelola uang

yang nilainya cukup besar, banyak kegiatan, lokasi
pembayaran jaraknya berjauhanjtersebar dan
berlangsung secara terus menerus, maka perlu ditunjuk
bendahara pengeluaran pembantu:

b. pernbeyaran uang muka kcrjaypanjer tcrhadep suatu
kegtatan yang dilaksanakan hanya sewaktu-wakru tetapi
terdiri dar! bermacam-rnacam jenis kegiatan seperu
honor, upah, uang, pernbelian-pembelian dan lain-lain,
tidak perlu ditunjuk bendahara pcngeluaran pembantu,
tetapi cukup diberikan kepada yang bertanggungjawab
terhadap kegiatan tersebut. Sedangkan
pertanggungjawabannya harus dibuat tanda bukti
pengeluaran a tau kuitansi dan pcndukung lainnya
maslng-maslng menurut kegiatan:

Pasal30

(1) seuap orang yang menandatanganl sah atau mengesahkan
bukti yang dapat dipergunakan sebagai dasar unruk
memperoleh hak pembayaran dari daerah, bertanggung
jawab aras kebeneran isi RurAL tersebut;

(2) Terhadap pejabat, orang atau badan sebagaimana dimaksud
pada ayat (I), yang karena kelalaiannya/kesalahannya
menimbulkan kerugian bagi daerah dikenakan tuntutan
ganti rugi dan turuutan Iainnya menurut peraruran
perundang-undangan;

(3) Terhadap orang arau badan yang mcnerirna pembayaran dari
daerah tanpa hak dan atau berdasarkan bukti-bukd yang
tidak sah dart ateu tidak sesuai dcngan kebcnaran dapat
dicuntul rnenurut peraturan perundang-undangan.•

Pasal29

dalam kuit<lnsi iru benar-benar telah dlbayarkan kepada
yang berhak dihadapan rnereka:

(4) Bendaharn penerlmaan/pengeluaran harus yakin, bahwa
(anda taogan unruk pelunasan adalah dad yang berhak
menertma pembeyaran.



(t) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan,
dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja
dalam jcnis dan antar rincian obyck bcJanja dalam obyek
belanja diformulasikan daJam DPPA·PD;

Pasa) 33

BAB IV
PERGESERAN ANGGARAN

PasaJ 32
Benruk-bentuk formulir yang diperlukan dalam pengurusan SPP,
SPM, SP2D scbagairnana tercantum dalam Iarnpiran I sampai
dengan VIll peraturan ini.
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(I) PA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh
Bendahnra Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
sekurang-kurangnya J (saru) kaJi daJam 3 (tiga) bulan;

(2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara
penerirnaan pembantu dan bendahara pengeluaran
pembantu sekurang·kurangnya (satu) kaIi dalarn 3 (tiga)
bulan;

(3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dituangkan dalnm Berita Acara Pemeriksaan Kas:

(4) Berita Acara Pemeriksaan Kas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disertai dengen register penutupan kas.

c. biaya yang dlkelota Unit Pelaksana Teknis (UPT) harus
diterirna kepada yans berhak rnenerlmunya sesuat oengan
maaing-masing jeni. kegiarannya scpcrtt honor, upah,
perjalanan dtnas, pengadaan I pernbetlan.

(5) Bend.hara pengeluaran rnencatat pengelunran kas atas
uang mukc kerjal panjur kc daJnm Buku Kae Urnurn dan
Buku Panjar;

(6) Bendabare pengetuaran pernbnntu mencatat penerimnan
uang muka kerjal panjar ke dalam BI<P pada .,.,
penerlmaan, drill mencatat pengcluaran kee sesuet bukti­
buktl yang san pada slsl pengeluaran;

(7) Unng muku kerj" dipcrtanggungjnwabkan dalarn waktu I
(satu) bulan, atau selambat-lambatnya 1 [satu] minggu
sebelum pcnutupan SKU pacta akhlr iahun anggaran:

(8) Bendahara pengeluaran pembnntu wajib menynrnpaikan
lapcran perlanggungjawaban pengeluaran kepada
Bendah"ra pengeluaran paling lam bat tanggal 5 (lima) bulan
berikutnya:

(9) Laporan pertanggungjawaban pengetuaran sebagaimana
dlmaksud pada ayat (8) mencakup:
a. SKU;
b. buku paiak PPn/ PPh:
c. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai

dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

•



(11 Bentuk Kontrak terdiri atae:
a. bukti pcmbclian/pcmbayaran;
b. kuitansi;
c. surat pcrintah ketja;
d. Sltrat pcrjanjian; dan
e. surat/bukti pesanan.

(2) Bukti pembeliany pcmbayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (II huruf a digunakan untuk
Pen.gadaan Barang/Jasa lainnya dengan nilai
paling bariyak Rp.10.OOO.OOO,OO(sepuluh jUts
rupiah).

(3) Kuitansi sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
huruf b digunakan untuk Pengadaan
Barang/Jasa lainnya dengan nilai paling banyak
Rp.50.000.000,OO (lima puluh juta rupiah).

(4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c digunakan untuk
Pcngadaan Jasa Konsultansi dcngan nilai paling
banyak Rp.JOO.OOO.OOO,OO(serarus jUla ruplahj ,
Pengadaan Barang/Jasa Lainoya dengan nilai
paling sedikit dt atas Rp.50.000.000,OO (lima
puluh juta rupiah) sampai dengan tll1ai paling
banyak Rp.200.000.000,OO (dua ratus juta
rupiah), dan Pengadaan Pekerja_ Konstruksi
dengan nilai paling banyak Rp.400.000.000,OO
(empat Tatus juta rupiah).

(5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat
(I) huruf d digunakan untuk Pengadaan BSTang/
Jasa Lainnya dengan nilai paling scdikit di atas
Rp.200.000.000,OO (dua ratus juta rupiah),
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling
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BABV
PENGADAAN BARANG DAN JABA
SERTAPELAKSANAANPEKERJAAN•

(2) Pergeseran arnar rlncian obyek belanja dalam obyek
berkenaan dllakukan au .. persetujuan PPKD;

(3) Pergescran antar obyck belanja dalam jenls belanja
berkenaan ditakukan atae persetujuan Sckretari8 Oaerah
selaku koordinator pengeloJa keuangan daerah;

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraruran
BupeU ten<anl! penjabaren APBD sebagat dasar pelaksanaan
unruk seJanjutnya dianggarkan don ditnta dalarn rnncangan
Peraturnn Daerah tentang Perubah an APSO;

(5) Pergeseran anggeran antar unit ergaolsast. antar kegiatan
dan anlnr jenia belanja dapat dilakukan dengan cara
mcngubah Peraruran Daerah tentang APBD;

(6) Anggaran yang mengalamiperubahan berupa penambahan
dan/atau penguranganakibal pergesar;tn-pergesernn belanja
rersebur diatas, harua dijelaskan daJam kolom ketcrangan
peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD,



(I) Pelakaartaan pekerjaan yang bersifa:l khusus dapat
dilaksanakan dengan bekerjasema dengan pihak ketiga
(konsultan, perguruen tinggi, badan/instansi/lembaga
pernerintah dII);

(2) Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat khusus
adalah jenis pekerjaan yang memerlukan kcahlian kbusus
yairu pembinaan tehnis, bimbingan, pemrosesan data.
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sedikit di alas Rp.400.000.000,OO (empat rarus jUte
rupiah), dan untuk Penga.daan Jasa KonSuilansi
dengan nilai paling sedikit di atas
Rp.IOO.OOO.OOO,OO(serarus juta rupiah).

(6) Surat/buktl pesanan sebagalmana dimal<sud pada
ayat (I) huruf e djgunakan untuk Pengadaan
Be.rang/ Jasa mclaJui g-purchasing.

(7) Dalam hal Kontrak meJ'ggunal<an Kontral< lumsum,
benruk Kontrak sebagaimana dimal<sud pada ayal
(I) tldak memerlukan rtncian dokumen pendukung
kontrak.

(8) Keten\'\.\un mertgerrai bukti pendukung untuk
maeing- maamg bentuk Kontrak 3ebagaimo.na
dlmaksud pada ayai (1) dllakukan sesua.i peraruran
perundang-undangan.

(9) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,
uanl! muka/konlrak/borongan dapar diberikan kepada
penyedia barang dan jasll, dengan ketenruan seba,gai
berlkut:
a. paling sediktt 50% (lima puluh persen) dar! nilai

Kontrak untuk Usaha MUcro, Usaha xecn, dan
koperasi untuk nilai Kontrak antara
Rp.SO.OOO.OOO,OO(lima puluh juta rupiah) sampai
dengan Rp.200.000.000,OO (dua ratus juta
rupiah):

b. pltling sedikit 30./n (tiga puJuh persen) dar! nilai
Konrrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
koperasi dengan nilni Kontrak lebih dar!
Rp.200.000.000,OO (due rarue juta rupiah) sampai
dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
jura rupiah);

c. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dar! nilai
Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha KeciJ, dan
koperasi dengan nilai kontrak lebih dar!
Rp.2.S00.000.000,OO (dua miliar lima ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000.000,OO (lima
belas miliar rupiah);

d. paling linggi 200/0 (dua puluh persen) dari nitai
Kontrak untuk non-Usuha Mikro dan Usaha Kecil
dan Penyedje,Jasa Konsu_ltan~i;atau

e. paling tinggi 15°;" (lima belas persen] dar; nilai
Kontrak untuk Kontrak tahun jamak.

f. Pcmberian uang muka dicantumkan pad"
rancangan Kontrak yang tcrdapat daJarn
Dokumen Pemifilaari,

•



(I) Untuk rnendukung kelancaran pelaksanaan suaru kegiatan,
dapat dibentuk panitia atau tim pelaksana / penyelenggara
dan ditunjuk penatar I narasurnber / pcnceramah serta
moderator / pendamping pengajar;

(2) Pembentukan panitia atau tim sebagaimana dimaksud pada
llYat(l) dibatasi pada hal-hal yang sangat diperlukan:

(3) Kepada paruua atau tim pelaksana sebagaimena dlmaksud
pada ayat (11dapat diberikan honorarium;

(4) Pcmbcrian honorarium kcpada pcnccramah/narasumbcr
dan moderator untuk keglatan seminar, lokakarya,
sosialisasi atau sejenisnya disesuaikan antara materi dengan
waktu yang terscdia;

(5) Aparatur Sipll Ncgara yang ditunjuk sebagai petugas
penyuluh Iapangan tidak diperkenankan rnembcntuk tim
dan tidak diberikan honorarium dan kepada yang
bersangkutan hanya diberikan uang transport ke tempat
tujuan sesuai dengan peraruran perundang-undangan;
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<I) PD yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
tDiklat) bagi Aparatur- SIpil Negcra dilnksanakan oleh Bada.n
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
dengan bekerjasama dengan Instansl yang bersangkutan.

(2) Kepuda Aparatur Sipil Negarn yang mcngikuti atau
melaksanakan pcndidikan tugas belajar dan pelatihan
penjenjangan serta kursus atau keglatan yang sejenls
diberikan bantuan biaya sepanjang telah dianggarkan dalam
APaD,
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BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,

SEMINAR ATAU LOKAKARYA BERTA KEOIATAN
LAINNYA•

pendidikan dan pelatihan, perumuean kebijakan, pengujian
laboratorturn dan pcngcmbangan sistem teetentu;

(3) Pekerjaan sebagaimana dimak •ud pade ayat (2) dapat
dllakukcn dcngan cera swakeloln olch pihak I<etign;

(4) Besarnya blllYapekerjaen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan sesual dengnn harga kesepakatan dengan
mempertimbangkan harga ya.ng wajar dan menguntungkan
daerah i

(5) Kesepakatan sebngnimana dimakeud pada ayat (4) dan
penunjukan, ditnkukan eesuai dengan prcsedur dan
ketentuan pcrundang-undangan yang berlaku serta
dituangkan dalam bentuk ikatan kontrak/surat perjanjian
kerja (SPK),



(l) PO yang melakaanakan kegiatan raper, pertemuarr yang
tidak melibatkarr Instansi lain pada jam kerja harrya.
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Pekeriaan / tugas yang tidak dapat diselesaikan pada jam kerja
karena terdesak waktu penyelesaiannya dapat dikerjakan di luar
jam kerja (lombur) dcngan kctcntuan scbagai berikut:

g. kerje lembur hanya dilakukan unruk pekerjaan yang
mengingar eifatnya sangar penting, dan sangat mendeeak
ya.ng penyelesalannya ddak dapet dieunda,

h. dengan terleblh dahulu mendapat Surat Perintah Tugas
(SPT)dan pendukung lainnya dan Kepala PO;

i. kepada pegawai yang diperintahkan menjalankan kerja
lernbur selama 4 (ernpat) jam berturut-turut diberikan uang
lembur dan uang makan yang dapat dibayarkan pada waktu
pekerjaan tembur dilaksanakan, apabila pekerjaan
dilaksanaka pada han libur, uang lembur dapar diberlkan
200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur pada
han kerja biasa, dengan diikuti olen volume pekerjaan serta
wakru Gam) yang terlebih dahulu rncndapat SPTdari Kopala
PO;

j. jika pelaksanaan kcgiatan dimaksud belum dapat
disclcsaikan selama 4 (empat) jam, rnaka pekerjaan dapat
dilaksanakan untuk 4 (empat) jam berikutnya dan diberikan
uang lembur dan uang makan sesuai Standar Harga
sanian.

•

Paaal39

BAB VIII
KERJA LEMBUR

(1) Dana Bantu an Scsial dan I)ane Hibah yang bersumbcr dari
APBO yang sifatnya pernberian dalam bentuk dana/uang,
dianggarkan dalam OPA-PO;

(2) Mekanisme pengadaan barang/jasa serta
pertanggungjawaban dana bantuan sosial clAn/Atau dana
hibnh berpcdomen kepada peraturan pcrundang-undangan;

(3) Penerima dana bancuan sosial/nibah wajib menyampaikan
laporan pertanggungfawaban dana atas bantusn
sosiaI/hibnh yang dhcrimn kcpadn Bupati melnlui Kepaln
PO;

(4) PO yang menerima bantuan soaialj'hibah dari pihak ketiga,
wajib melaporkan kcpada Bupati Cq. Kopala PO,
tembusannya disarnpaikan kcpada Inspektorat:

(5) PD wajib menyampaiknn SPJ pengelolnan dan bantuan
sosiaI/hibah tersebut kepada Bupati Cq. Kepala PO
tembuaannya disampaikan kepada lnspektorat.•
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BAB VI!
DANA BANTUAN SOSIAL DAN DANA HlBAH



Pada saat Peraruran Bupati in, mulai berlaku, Perangkat Daerah
yang baru dibentuk danj'atau mengalami perubahan
nomcnklarur, penggabungan, atau pemisahan berJaku ketenruan
aebagai bcrikut :
a. tetap melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaa n keuangan

daerah sesuai dengan DPA-PDyang telah ditetapkan aampai
dengan ditctepkannya pejabat. pengelola keuangan yang
baru.

b. bendehara Pengeluaran tetap rnenjalankan tugas dan
wewenangnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan
Bupari tcntang penunjukan pejabat pengelola keuangan
yang baru.

c. scluruh program, kegiatan, dan sub ..kegiatan yang
tcrcantum dalam DPA..PD dialihkan sesuai dengan tugas dan
fungsi PD.

d. segala bentuk dokumen penarauaahaan keuangan (seperd
SPP, SPM. dan SP2D) yang sedang dalam proses tetap sah
dan dilanjutkan oleh unit kerja yang secara fungsional
menangani bidang bersangkutan.

c. penggunaan kode rekening dan nomerrklatur- maeih dapat
digunakan daJam rangka kelancaran penyelenggaraan unsur
pemerintahan sampai dengan ditakukannya pengalihan
sebagairnana dimaksud pada huruf c.

•
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BAD X
KETENTUANPERAUHAN

terhadap
DPA·PD

dan perneriksaan
diteta pkan dalam

(I) Pembin aan, pengawasan
pelaksanaan APSD yang
dilakukan Inspektorat;

(2) Perneriksaan dan pengawasan sebegalmana dimaksud pada
ayat (I) dilaksanakan sesuai dengan ketenruan peraturan
perundang-undangan.•
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BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

diberlkan snack, bila melibatkan In3tDn31 letn do.pat
dibcrikan rnakan;

(2) Besarnya biaya konsumsi, snack, makan, cuci cetak film.
foto copy, jllid, cover dan spnnduk dalam rangka
pelaksanaan kegiatan yang sumber danenya dibebankan
padaAPSD telah tercantum dalam DPA·PD.



RITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNO TENOAH 1'AHUN 2026 NOMOR ..1......

•
SEKRETAR!SDAERAH

KABUPATENLAMPUNGTENGAH,

Diundangkan di Ounung Sugih
padatanggal 10 Ju,," 2026

I OMANGKOHER!
-

Pit. BUPATI LAMPUNGTENGAH,

•
Ounung Sugih
10 Ju"; 2026

Ditetapkan di
pada tMS8,,1

Agar setiap orang mengetahuinya mernerintnhkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lnrnpung Tengah.

Peratu ran Supati in; mulai berlaku pada tanggal 2 .Januari 2026.
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BAB Xl
KETENTUANPENUTUP



(Nama Lengkapl
NJP.

Bendahara Pengeluaran

...........•.................................

•

c. Tahun Angga.ran : .
d. Dasar Pcngeluaran SPONomor • ' ,
c. Jumlah Sis. Dana SPO : Rp .

(terbilang: )
f. Nama Bcndahara Pengeluaran : , , , .
g. Jumlah Pernbayaran Yang Diminta : Rp .

(terbilang: )
h. Namadan Nemer-RekeningBank ; .._ , ..

.. . ,

......................................•a. Urusan Pemerintahan
b. PD

Dengan mempcrhatikan Peraturnn Bupati Larnpung Tengah Nomor Tahun
....... tentang Penjabaran APBD, bersama ini kruni mengajukan Surat Perrnintaan
Pembayaran Uang Persedlaansebagal berlkut:

•
Kepada Yth.
Pcngguna Anggaran I Kuasa Pcngguna Anggaran
PD .
DiTempat

SURAT PENGAlfTAR

Ncmcr : " Tahun .

FORMllL!R eu VI'
PEMERINTAH KABUPATENLAMPUNG TElfGAH

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAlf UAlfG PERSEDIAAN (SPP-UP)

Lampl, • ., 11
PERATURAlf BUPATILAMPmfO TeMOA.H
HOMOR1 3 TAHUN2026
1'JtHTAN'GPntlNJUK PELAK8AJtAAHAN(KJAR,AN
PPDAPATAN DAJfBELA.HJADAERAII



I, Nemer dUetdengnn ncrncr SPP,
2, PO dihll donSl),n I'\omn PO,
3, Nemer Peraturan aupau Lampung Tengl.\hdlilli dengnn nomor Peraruran BUJ)A1.1LAmpung

Tengah mengenal pel\iobnrnn APGOpadl\ tahun anggnrnn yang beeangkutan.
"I. UtIlIU\1l PemerlntnhRn cliilll t1~r181"'1kode dQn I'IArnt! Ur'UIIL't,npetnerirttl\hnn,
5, PO dihd dengan kode dan nama PO,
6, 'tahun allegaran diitli dengan tahun anggAmn yang bersnngk\ltnn.
7, Ousar pengeluaran dllal dengan nomor SPO ynJlgmend,3saMpenerbitan Spp,
8, Sian dana SPO dii.i dengen jl,lmla.hdana yo.ns belum dlcairkan dari gPO yon£ T)lendflsari

penerbltan SPP. Pangisian disertai dengan jumlah tcrbilan~ dari dana SPO yanR belum
dicaJrkfln tersebut,

9. Natne bcrldllhiltft pCnsel11ftta.n dii6i dengau ntlmA t>endl\har8 l>engelutlrnrl PO yang
menel'bitkan SPP.

to. Pembayaran yang dlminta diisi dongan jumlah dana yang diminta untuk dieetrkan Iewat
penerbltan SPP, Peng.iajan dieertal dengan JumJah lcrbiJang dan dana yang diminta untuk
dicairkan tersebut,

11.Nama dan nornor rokening bank dUsi dengan nama benk beeerta nO:TIQrrekcf'ling bn.nl(
bendahara penselu;'rnn p.'tdn. bnnk trnlcbut yang eken dipakai unruk pomindahbukuan
dAna yang diminta unwk dleah'kl'ln lewm pel"l",rhltanSPf'.

12. L11alas bans penandatanganan dilai dengan langgal dan rempat peneroltan SPP.
13.0i bawah tanda tengan bcndaharn pengelueren diisi dengan nama jeL'\9 bendnh"rn

pengelueran dan di bawah nama dilsl NIP bendahera pengekreran.

..

Car. Pent •• taa Formullr Surat PO(llantar SPP-UP



(Nama LengkapJ
NIP.

Bendahara Pengeluaran

•.................., .

Terbilang: .. , ,..

............................. sejumlah Rp ..

Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor ......... Tanggal
............ tentang Penetapan Jumlah Uang Pcrsediaan untuk PD

R1NGKASAN

Nomor: Tahun , .

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP·UP)



1. Nomor dUsi dengan nomor SPP.
2. (\'Qnior xepuruean Bupeu Lampung Tengah diiai dengan nomcr K«:PUt.UlSatlEh.~patl

Lampung Tcngah yang mendeecrt penetapan jumtnb dana UI:>.Olikuti dCI'I.gal\ pcngisian
tanggru t(eputu$lI.ll 'Bupal'i lArnpl.l1'l,&T'engal-\ rcreebut.

3. POdllsl dengan nama POyang menerbitkan SPP-UPdan beaeran UP-nya dhetapkan Iewat
Keputusan Bupau Lempung Tengah.

-t. dumlah uang dlisi dcngan jumlahjbesaran dana.UPyeng djtctupkon u.ntuk POtr:rtlebUL
S. TerbUangdilsr dengan jumlah terbllang dati jumlah dao,a UPsang dnetapkan,
6. or Dt&1I bents penandntansanan diiai densan tanggal dan temper penerbtten SPP.
7. Oi bawah tande tangsn bcndahara pcngeluaran diiai dengan nama jelas bendahare

pengelueruu dan di bawah nama diisi N'JPbendahara pengeluaran.



(Np,ma Lengkap)
NIP.

Bendahara Pengeluaran

,.., '. . .

TerbiJang-: , ................................•..........................

Mo_ Kode Reltenlng Uralan Jumlah
(JoDi.,

L
2.
3.

TOTAL

RJNCIAN RENCANA PENGGUNAAH

Nomor: " Tahun .

PEM8RINTAH KABUPATEN LAlI1PUNG TENGAH
SURAT PERMlNTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)



•

I KOMANG KOHERI

Pit. BUPATI LAMPUNGTENGAH

1. Nemerdiisidengan nomorSPP.
2. Kolomkode rekeningdijsi dengan koderekeningjcnte bclanja.
3. xclorn urejan diisi dcngan umian/nama rekening se5Uai dengan kodc rekc(\iJ'lg yeng ceteb

diiaikan pede kolomkcde rekening.
4. Kolomjumlah tldak perlu diisi kecuali pada baris TOTAL.
3. Baris TOTA(..dUsi per,si~serna aesuai dcngan jLlR1Jahdana SPP-UP yang dimintn.
6. 'rcrbilang diisi dcngan juml~h tcrbiLangdati nilai TOTAL.
7. 01atns baris pcnnndatoJ1snna.ndii~1densiln tflne,galdan temper penerbitan SPP.
8. OJbav..uh tanda tangan bendahara pengetuaran diisl dengan nama jelas bendahara pengetueran

dan di bil\....ah nama diisi NIPbendabrua peogeluamn.

ca.ra Penal.Jan Formulir Rlncian Si"P·O'P



(Nama Lengkapl
NIP.

Bendahara Pengeluaran

.........., .

[terbllarig: ,
f. Nama Bendabara Pengeluaran .
g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp .

(terbilang: )
h. Nama dan Nomor Rekening Bank .

: R P ........•.........•..•••..•.....•.
·· .
· .·........................................·· .a. Urusan Pemeriruahen

b. PD
c. Tahun Anggaran
d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor
e. Jum.lah Sisa Dana SPD

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor .
Tahun tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Sural
Permincaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan sebagai berikut:

Dj Tempat

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

SURATPENGANTAH

[.QBl!IJ!IdR an !lY
PEMERINTAH KABUPATENLAMPUNOTENGAH

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAIf OANTI UANOPERSEDlAAN
ISPp.OUI

Nomor : Tahun .

L.mplt'an (J ;
P.tRATURA19DUPATll.AMPVN'O TE.GAR
KOMOR: oS TAIIUJl 2026
ftNTAlfG PE'TUWJVKPELAKSAN.u... AJlOOARAH
PENOAPATAH DAN BItLAJIIJ'A DABRAB



10. f>cll\ba,)'at&l\ yal1S di.mlnlft diiai dcngan jumlah dana )'ang dimmtft untuk diccUrkan \co.\'ftt
penerbicen srp. Pongi.ian dieortai dcnso.n jumllth terbUana dan dl\n4 yM8 dimlnt:1 untuk
dicairkan terse-but.

11.Nama dan ncmcr rekenin, bank diiai dengan nama bank besena noroor rekening bank
bendahara pengelueren pada bank tersebut yang akan dipa.kaJ untuk pemindahbukuan dana
~'8ngdiminta untuk dicalrkan Jewat peneroitan SPP.

12. Oi ata.a bari. penl\ndalQ.n8ti:n"n dii£i d~ngall langs_al dan tempat penerbieen SP'P.
13.01 bawah tanda iangen bendehere pengejuaran dual dengan nama jeias benc161\arfI.J)el\&eluaran

dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengefuaran.

•
9, Nama bendehara pen&elU6randllet dengan nama. bendehera pen&eluB.ranPO}'ang mcnerbitkan

SPP.

I. Nomor diiai donsll.n nomor SP1',
2. POdii,j dtng,a,nnama PO.
3. Nomor PerQturan Bupnti Ln.mpun,g Tengah dU.i dtnga.n nomoI' Perat\lran Bupati Lampun.s

1'cngah mena.en"l penjnl)iRriln APBD pada I'Ahut\ AnlmA,rAnyana belRnclcut8n.
1I. UnlsM Pcmerintlthon dU,i dengnn kode dan nama urusan pemertmenen,
S. PD dU.t dengtln kode dAn nama PO.
6. iahun enggarnn dU,l dengan mhun anggaran )'nllg bOf8&.ngkutan.
7. Daanrpensel\IRrnn dUal dengan nornor SPO yang mendesari penerbitan SPP.
8. SIff6 da.fl6 SPD dlltl dengan jumtah dana yang bc:lum dicairkltn dan SPI) yang I'I')CI)(!$S{\N

penerbtcen SPP. Pengtaten diaeJ·ta.ldengen jumlah lCTbila.ngdQJi dtlJlb SPO ya.n{;bclun'I dieairlcan
rereebut.

Cal" Poo,J.b.n Pormu.tlrSur-at Pooc.ntu 8PP·OD'



(Nama I..engkap\
NIP.

Bendabara Pengeluaran

. ~...... , .

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-PD
Jumlab dan" OPA-POIOPPA-PD OPAL-PO 11. liD....................

RINGKASAN SPD
No. NomorSPD TanggalSPD Jumlah Dana
Urut

1.
2.

JUMLAH U. RD ..................
1·11.RD. .................

RINGKASAN SP2D
SP2D Peruntukan UP
81>2DPcruntukan GU
SP20 Peruntukan TU
SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan
Tunianzan
SP2D Peruntukan (..$ Pengadean Barang dan
Jasa

JUMLAH m RD .................
Il-Ill R»...............

RINGKASAII

PEMERlNTAH KABUPATE.N LAMPUNG TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAIi GANTI UAIIG PERSEDlAAN

(SPP-GUI
Nomor : Tabun .



8. Pede kolom di samping Kanan SP2D Peruntukan 1.5 Pembeyaran Oaji den Tunjangan diis:i
dcngan dana yang teJah dicairkan (di-SP2D·kan) untuk keperluan pembayarao gaji dan
tunjangan PNS.

9. Pada kolom dJ samplng kanan SnD PerUntukan LS peogadaa.., Barang dan Jasa cllisi
dengan dana yang te!ah dicairkan (dt--$P2P·kM) unruk kepcrtuen pembayaran ke pihsk
ketiga dalam rangka pengadean barangjjasa.

10.Selurub dana yang teIah dicairkan (daTipoint 5 sampai point 9) dijumlahkan dan dlislkan
pade tempat dengan tanda 1Ji. Rp , ..

11.Pada tempal dengan tanda II-ID Rp diisikan jumlah huil pengurangan dana
:selw-u_bSPD (dati point 3) dengan dana yang tclah di·SP20·kan {dart point 10J,

12. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan temper penerbitan $PP.
13.Di ba\v{t_h 18rtde. tangan 1Xndaham pl;f1gell.lltmn dij$i c!engAn eeme, ~ta$bend.&..N.ra

penge1uaran dan di bawah nama diisi NIPbendebere. pengeluaran.

7.

6.

Pada kolom di samptng kenen SP2D Penmtukan UP diisi ciengan dana yang telah
dlcafrkan (di-SP2D-kan) untuk kepertuaa UP.

Peds kolom di sampieg kQrlOJnSP20 Peruntuk3_n au dji~i deng-an dana yang telah
dlc:Qirk3n(di.SP20~k:ln)uutuk kepertuao CU.

Pede ko)pm eli samping kanan SP2D Peruntukan TU diisi dengan dana _sang telah
dlcairka.n (dJ·SP2D·ka.n1unruk kepertuan TU.

s.

I. Nomor diisi dcngan nomor SP?

2. Jumlalt deUlU DPA~PD/DPPA·PDjDPAJ.,.·P[) <lU$1dengan jumJah dana DPA·PDjDPPA­
POj OPAL-PO UJ)tUXeaN tabun enggeran )·ang bereengkuien.

3. Rin.gkasan SPD diisi dengan tingkasan SPD yang telah diterbitkanjditttapkan untuk PO
},8.DRbersangkutan, Masing-mssing ringkeaen SPD. yall1J nomor, tanggaJ peaetapan SPO
dan jumlah dana yang dieediakan leccat SPD diieikan dalam ko)om-ko)om }'8llg eersedia,
LaJu seluruh dana SPD yang pernah dilerbitkan untuk PO yang bersangkuten
dijumlahkan (diisi pada tempae bertanda n. Rp ).

4. Pada temper yang disediakan (benanda I-Il: Rp , dii$iko.n hQ.4ilpengurangan
jumJab total dana. DPA-PD/DPP"~PO/DPAL-PO u.ntu.k oatu ULhl.tntui.gg.aran dens,an jumlah
toto.! dan;).")'Mg telahdi·SPD·kan.

C..,.. PeoglsJa.n F'ortllu1lr R.J.:nCkasall SPP-GU



(Nama J..engkaDI
NIP.

Bendahara Pengeluaran

.......... . '..

Terbilang: , , ,.................................•..•........... ,., .

No. Kocle Rekening Uraian Jt1m1ab
IJenial

1.
2.
3.

TOTAL

RINCIAN PENGGUNAAN DANA

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDlAAN

ISPP·oul
Nomor : Tabun .



. OMAllO KOKERI

PIt. BWATI LAMPUNGTENGAH

I. Nomor diiaa dc.npn ncmar SPP.
2. Kolom kode ...kerune dllsi denpn jenl. ",kenInc Jane tclab dlbebonl belAtoja.
3. Kolom urakan dna dengan nama jews rekening leSuai clc:np.o kode rekening J-a.n.g ada pada

kolom eebelUmnya {dan poiot '21.
4. KolomJumluh dlisi dcngan jumlah dana yang tclllh dlbeMr,kan pede. maaing-muing kode

rekening.
S. Sell.lruhdana pada ma&ng-masingkode rekenlng dijumlAhkanechinggAd1hasflkan j\l.mlah

totlJJnya.
6. TerlJUr."g dU.l t1cngan Jumlah terbilang total dantL yona lelo.h dibebnnkan pede scluruh kQde

rekcl'iflQ.
7. 01 atas bort' pcnandetanganan diisi dengan tanggt\l dan tempat penerbitan SPP.
8. 01 b~WAh '''.ndo, tans,Atl beodebere pengeluaran dUal d~n6'l-n nama jeJas bendahara

pcngeluftrllndan di ba......·ab namadiiei NIPbendQhllN ~"8.lu""'_n.



(Nama Lengkap)
NIP.

Bendahara Pengeluaran

._ _._ .

·· .i, Nama dan Nomor Rekening Bank
(terbilang: )

(terbilang: )
C. Untuk Keperluan Bulan .
g. Nama Bendahara Pengeluaran ..
h. Jumlah Pernbayaran YangDiminta : _ .

· I···..· .
·• ••••••,! .

·· .
·• ••1··, .

a. Urusan Pemcrintahan
b. PD
c. Tahun Anggaran
d. Dasar Pengeluaran SPDNomor
e. Jumlah Sisa Dana SPD

Dengan mernperhatlkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor TA..hun
....... tentang Penjabaran APBD, beraama irri kami mengejuken Burae Perrnlntaarr
Pembayaran Langaung Oaji dan Tunjangan sebagal berikut:

Kepada Yth.
Pengguna Anggarnn I Kuasa Pcnggunn Anggaran
PO ...................•
OJTempat

BURAT PENOANTAR

fORMVLIR sre La G,tl

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNO TENOAH
SURAT PERMINTAAN PERMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN

(SPP.LS.GAJT.TUNJANGANj
Nomor : Tahun .

L..mpiran m:
PllRATUAAN BUPATI LAMPUNOTEHQAH
IfOMOH: J TA,KU'1f2026
TCNTAlfO pf:T'1JNJ1Jl( P!.l.AKIUAAH AllQOARAl'f
PBNDA)lATAH DAN'DEI.AHJA DA&RAH



•

C.r. Pon«i.lan Formullr 8urat Pan •• nur 8PP.L8~OtJldan Tul1janClln

l , Nomor diilll dcnBon nomor SPII.
2. 1"0dU,i dong.n no.rna PO.
S. NOlnOrPerotornn J3upati tampling Tengah diiaJ dengen ncmcr Peraturan Ot.lpntl Lampung

1'enph mcngenaj pcnjllbaro,n i\PBO p¬ lld.tehun llnSSOrun )'M& beannskuron.
4. \,Inl.an PemorinU\ha.n dU.1dcnSAn kode ,10'11nA.mAlU'\It!l\n pem,.rlntnhan.
5. POdUaldengan kode dan nemn PO.
6. 1'rlhun nnggtlM'l dlla! dengan lflhun AnSS-ArAn)'Ang berftanckutan.
7. Oas"r pengejuarnn dliai dengnn nomor SPOyang mendasart penerbitan SPP.
8. Sisa dAnA SPO duet dengan jumlnh dana yang belum dkclrkan dati SPD yang mendalRri

penerbttan SPP, ?ellR!sll\" d!aertni denllan JUfnlnh l-trbilang dan dana SPO ya,ng belurn
dlcairknn iersebut,

9. \Jnt\lk keperruun bull1ndii~i del't.I)«nIIflUI'" ,,"IAI\ petul)tukftt'l dona l.SOeJl dan 1"unjangtln
l"'N9.

IO.Nama bendahera pengetuaren diis! dengan nama bendahere pengelunran PO yang
mcncrbilknn SPP.

II. Pcmbllynr-an ynns dimintn diiai dongn.n jumlah d,l.\no.y~n8dlrnlnt4 utltuk dicalrk4t1 lew8l
penerbtean SPP, Pcngi.iun ~ilSOrlujdengtln juml..h terbiltl.l\$ dan dana yang djminta umuk
dic"irlu1n ~crc.ebul.

12. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama bank beseem ncmor rekenlng bank
bendahara pengelunrun pada bank tersebut ynng akan dipakai UllNl< pcn1indahbukuan
dann yang dlmtnta "ntuk dicnll'knn Iewec penerbtran SPP.

13. Pi f1ta,. bIlrifl penandatanganan diisi dengan tenggat dan tempat penerbltan SP?
'4. Di bewah tandn tungan uendennru pengeluaran dli&1 dengan nema jclas bcndahera

pengeluarun dun di bawah nama dUstNIP be(l(larutt8 pcngetuaren•



Bcndahara Pengetuaran

................ , ..

{Nama Lengkapl
NIP.

~D~R~

No. Nomor SPD TaDUal SPD Jumlah DIUl,a

~
2

lli IT. RD.
[·11.R~

~ ~IB 'prl1n

, Gajldan
L'r"n

................ ,...,...
,n

.Iasa· ... ~. ,LS , un.~'!Sdan ....'....................
.1@H .Ro

tu e»

RINGKASAN

PEMERlNTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
SURAT PERMINTAAN PERMBAYARAN LANGSUNG GAJl DAN TUNJANGAN

ISPP.LS.QAJI.TUNJANGANI
Namar : rahun .



1. IIomo, dUll dengan no..... 8PP
2. JU(1I1&.hdane DPA.PD/OrPA PO/OPA,L PO db •• dcnSDIn jumloh dBna JumJah dana DPA

J1D/OPPA-PO/OPAL PO unt\lk ."tu tnhun MaP-ran y6na borto.n&)cutnn.
3. Rlngkuesan SPO diltsl d(lilanfl rfngknaan SPO yung lelah ditcrbitk"n/dltetnpkan untuk PO

yang bereangkutan, Mnltlns-nl(ullngrlngko,nn SPO, yait\~ nemer. tl\nggo.lpenetapan SPD
don jumlah dana yang di.cdlabn lewat SPO dbaika,n dntam kOlo111-kolomyane tersedta.
Lnlu lIeIuruh dana SPD Y"-". perneh diterbhkfin untuk I'D yang be:n.anglCUtan
dUun'lillhka.n (ddSI padllleinpat bt.ltand. II. Rp ).

4, "..d...lempal y.1'I8dl&f'dt.k&n (btrtatld. /-11 Rp ." ..•. . , .J db.IIeAnh..liI penguranpn
Jum.l." tOtaldana DPA.PD/DPPA-PO/DPAJ..-PD untuk _IU IAhun anuaran dmcan jumlah
Iota) dana )"na lelah di...$PD·an.

5. Pnda koJom di aampinc kW\M SP2D Peru'iwkan UP dll.al dcnpn dana yang lClah
dJcaJrkan (di-SP20·kon) un'uk kepe:rluanUP.

6. Plldtl kolom dl samplnR k.nnn SPlO Pcruntukan (iU dd,i denpn dane. :rans: tcLah
dlcAirkan (di"SP20·kan) un1uk kepeeruen CU.

", Pudn kolom di .urnplna k"noll 61'20 ""ull'uk en TU dlill dcnllOn dono Y"08 teI••
dlcail'kun (di..SP20·kttn) uruuk lcc.Xlrluan TU.

B. l)Qdll kololn dl 1I8,mpingkanftn SP2r) Peruntukan LS PenlbaYAfAn 0-.11dan TunJangan dit ••
dengan dana yang telah dlCalrkan (dl-SP2D·konl unruk kepertuan pembeyaran gaJI dan
tunjanga.n PNS

9. Pada koJom di 8a.mpina lean..n SP2D P~MJntukan LS Pen-pd •• n ".rang dan Jua diisi
dens,an dana ).. ns tetlahdlcairlcan fdi-SP2D-ka,n)untuk k~rlu ..n pe.mbayaran kc pihaJr
kat. dalam ranglca pMlpd•• n !)Arana/jAu.

10. Scluruh dana yang telah dlcaJtkan (dart point 5 sampai pctnt 91dUumJ.a.hkan dan dlisikan
pada temper dengan tand. III. Rp .

I t. Pada tempat dtnean tand" fl·/II Rp diisilc:an jumlnh haaal pe:ngurangan
dann seluruh SPO ~dari PQint 31dc:nean dana)'aJ'lg telah di·SP:20,.kan (dan point LO).

•2.01 at"" haria penendatangannn dUll deugan tanggal dan Ic:otl)al penerblten SPP.
l3. OJ baweh tanda tangan bc:ndaharl\ peugeluaran diisi dcngJ)n nwno jelill bendahare

pengeluaran dan di bawal\ nnma dUll NIPbendebara pengeluarnn,



(Nama l&oekBJlI
NIP.

Bendahara Pengcluaran

.......•.•••••• I .

No. Kode Rekenlng UraJan Jumlab
Urut JRincian Obieki IR,,)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

JUMLAH

BULAN': .
RENCANA PENOGUNAANDANA

RINCIAN

Nomor: Ta.lU,n " .

PEMERlNTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANOSUNG GAJ] DAN TUNJANOAN (SPP­

LS-OAJI·TUNJANOANI



I

Pit. BUPATI LAMPUNO TENOAH

car. Penll.lan Formuli, Rlnolln 8PP~,LS·O-.J1d." Tuf\Jan.akn

I, Nomordif8idengan ncmcr SPP.
2. llul(l.(1 dUtii denton bulof\ perunurkcn dalla LS Cajl don 1\Iojllr'lsn" PNS.

3. Kolom kode rekening dill! dc:ngal'l nnei." objek rckenin& snji dan lunjan,gnn.
4. Ko'ol't'!uraion diiei donglln na,ma rincinn objek rckcnins. 8f,yidon l\lnJong.on .e'\.I~1dens"n kode

rokonins yans ada plld,l kulom liebclumny" (dtlri point 3).
5. Rcfom jumlah dhsi dengnn Jumloh dana yang aka" dlbebanka.n pada rnaetng-meslng kode

rekenlng,
6. SelunJl1 dnna. pndn mn'lng-mAaing kede rekenlna dijumlnhkan 8chinCC'" dihaallkan jumlah

totatnye,
7. Dlnta8 boris pcnaJldAtangonnn (Iii.! dcngal"l tangget dan temper penerbitan SPP
8. 01 bawah tnnda 1angan bendehara pengeluaran diiai dengan nama jelas bendahara

pengelueren dan di bawah nama diisi NIPbendabara pengeluaren.

•

•



fNamal&pgkaQ)
NlP.

(Nama Lengkapl
NlP.

Bendahara PengeJuaran
Mengetahui.
Peiabat PeJaksana Teknis Kegiatan

............. , .

c. Tahun A.nggaran , .
d. Dasar Pengeluaran SPDNomor "."" .. """ .. " "." " ,,.
e. -Jurnlah Sisa Dana SPD : .

[terbllang: " .." ". ". """ " )
r. Nama Bendahara Pengetuaran : .." """" .."." ..""."".
g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta ..

(terbilang: " "" 1•

.. , .
a, Urusan Pemerintahan
b. PO

Dengan mcmperhatikan Peraturan Bupat! I..ampung Tengah Nomor """" .. Tahun
...... tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Penntntaan
Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebagai berikut:

OiTernpat
PD .

Kcpada Yth.
Penggunn Anggaran I Kuasa Penggune, Anggaran

SURAT PENGANTAR

FORMUYR sre LS BAranl dan .J!!!

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAVARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA (SPP.L$·

BARA.NGDAN JASAI
Nomor: " Tahun "" ..

Limp'18n IV :
PERATURAM8U,ATJ LAMPUMOTENOAB
NONOR: j TA-trUIt 2026
ttrwTAJ(G .8'TVl't,J'VK "EL.ucaA2f~ ANOGAJitAH
PmfDAPATAN DAN U&t.AJfJA DURAll



1. Nornor diisi dcngan nomor SPP.

2. PO dilai dengan nama PD.

3. Nomor Pcraturan Bupati Lampung Tengah dlisl dengan nomor Peraturan Bupati Lampung
Tengah mengenai peniabaran APBD pada tahun anggaran yang beaangkutan.

4. urusan remertnrehan dUal dengan kode dan llama UTUSIDlpemerintahen.
S. PO diiai dcngan kode dan nama PO.
6. Th.hun anggaran dihsi<tensan tahun 8uggaran yang bereengkotan.
7. Dasar pengeluaren djiai dengen nomor SPO yang mendasari penerbitan SPP.
8. $isa dena SPO diisi dengan jumlah dana 'yang bclum <.tica£rkandan gPO yang mcndasari

penerbtcen SPP. Pc-ngisian disCTtru deegnn jumteh terbileng dan dana SPO yang bclum
dicairkan terscbut.

9. Naraa bendahara pengelueran diisi dengan nama bendahara pengeluaran PO yang
mcncrbiO<an SPP.

10. Perobayaran yang d.imint:.:adlb~ldet\sar'l JumJah dana yang diminta untuk dicsdrkan tevv~
penerbitan SPP. Pengj!lll1l"ldisertai dengan jumJah tcrbilang dandane ,YW1gdiminla unruk
dicairkan tereebut,

11.Di etas barte penandatanganan oleh bendahara pengeluaran diisi dcngan tanggal dan
tempat penerbitan SPP.

12.Oi b{lwnh tenda rnngan bendahara pengetueran diiei dengan nama jetes bendahara
pengeluaran dan di bawah nama diiai NIP bcndahara pengeluaran.

13.Oi sumptng kin tanda tangan bendahera pengeluaran dibubuhkan pula tanda tangen
t'f"l'K,

14. OJ bewah tanda tangan PPTK diisi dengan name jelas PPTK dan di ba\\rah nama. diiai NIP
P?1'K.

Cam Penrl*i.an Forll1ullr Surat PeDgantar SPp·LS Barling d".DJAU



'NamA Lc:vgknpt
NIP.

Mengelahui.
Pt:jabat ~lakJar'IaTelmttKcgillAn

. - _

~. ··..".",......... " .........." .............. ".................... ,..··... ..-., ................ ,'........... ,..............................
3.Nomor dan TanggaJ CPA·I

DPPA·/DPAL-PD .............. .............".......................... .. ..............
c. I'famaPtruNhaan ·· . .. .......,.,.......... '......... ... ...... ...............
5. Il<nNk PeNaai'taan ;.PT/'HV b. CV d "nn. e ~m·Lam
6. Alamat Peruaahaan ...,............................................. ,............ ..........
7. Nama Plmp-inan Peruaahaan ·.......... ' ................................................. ".............8.Hruna dan NomorRtkcnlna Uank: ..,,,.,, ...... - ................. ,...... .,...,........................ ,.
9.Homor Kontrak ; ..... ......... ..........................................................
10. Kqullan LanJUtnn : YajOukang:W.ktu Pe1aksanaan KCRiuua,n ·; ..........................................................................

~
1.Rp .............

::';t :sPD IDana

I
~.

~

~l'2J , UF

i Ot
,TU

~
,LS

J1

RlNOl(A6Al'1

PEM:EIUIITAlI KABl1PATEIf I.AKP11IIOTEKOAJI
alJRAT P£RMtHTMN nM"'YAJIAN LAlI'0811NOBARAIfO DAN "A'"

lapp· BARANG DAN JA8A,
Hornor Tahun ..

•

•



c.t. ,•.".......J"ormuJJr JUaCUJ•• 'PP~L8 8ua,DI 4 •.0 J ....

I, Nomar dli,i donaan nomor SPP.
2. Pr0Kr.m dba; dengan lrode dnn nama program 1cegiseanponlntukru\ LS ~_ron8/Jn.a.
3. KCI&!ntAndUal dengnn kodc dan nnmn kCl(lntJ,ln keg,iatnn perunloknn I"S Barong/ Jaee,
4. NOl'nordan 1008861DPA../DPI)A·JDI'AI..-I>O dllal dengnn ncmer dan tnnw' penctal)lt,n

DI'A-/DPPA-/DPA~-PD untuk ktgj ••• n [p.d. poi", 31_
5. NaJno pe_rusahaan dlill Clenglln nnrna perusanaan pitlak kettp yrul& mel3k.analcan

kt&>&can pmgadaan barang/J ....
6. 8enluk peruaahaan diJ.., dcnpn cara memmn aalah MIU benluk JX-NIiIlhwtn yilflC (enedla

..LaUmt.nuUskAn benluk peNMh.a""I\)" Jika mem&n&be;nluk J)C'ruaahaan lkSa)( aa. pada
pdlban Y"'" '.roedia.

7. Alamat pm.t_haan dUll d.cnpn .... mal pe:ruaahalln ) _01 Jnt.1akanakan kq:iauul
pencadaan ba.ran&/ja ....

8. tfamu pimpinAn pcmaaahha.n dli.1 (lef~ nama. pimp nan (d\re.kt\lr) peruNlba«n yan&
ulchtkaonnkAn kes;.u..u pengadlWn baJ'a,nc/Jua.

9. f(tllnt\ dan l\Ornor rekcnlna bank dUli denliln neme dan nomce rekcu£", bonk da,ri
pc:ruaahaan pelakanna kq.iCltnn penStldl'lIltl borang/Jnao,

'0. Nemer kontrak diioi dcnsnn ncmcr kontrak pakerj-aan .n~rn ~mflrlnlAh dn~ra.}ldl!nQ'an
porulU~h(ll\1lpelAk$llno.kcainttl" pengadeon bo.rnng/jolN.1.

I I. Keginton ItlnJutan dUal dons." CQrkmemlllb y.., jika m,mttnS pt''kerjB8n ~r8if8t lanjutRn
dan pllih tidak ji,k51m('mll"8 huk,," pekerjflfln lanjutftn

12. W...lc.tupelaktlilnllan k.-giatAn dll.1 dt'-l\gBnperiode ~lakaan."n kfC'hlan •
•3.Detkriptlk~lltlln diil' denp" pmbaran I'enlane ktal.IIU\/pt.kerjaan dmg.n

mensgunakan kaliman Yin, padl' dan .ingkat
14 Jumlah dana DPA-PD/OPPA-PD/DPIIJ,.PD diioi denpn jumlah dana DPII·PD/DPI'II­

POI DPA[""PDuntuk UN tlhun ."&pran rlnl bersanglcutan.
'5. Rina,b.sa.n SPO diili dcnpn rinpa.n SPO >"An& ttlah dJterbilkan/ditctapkan untuk PO

:ranI bctanckutan. &fasinl~mumll'ingka.san SPO • .raiN nomer. tanca.al pc_nttapran SPD
dan JumJah dana yan,g diaedlokan lewat SPO dhsikan dala.m kolom·kolom yang ,enetiia.
LoJu seluruh dana SPD yftnM pemah ditcrbitkan untuk PO rMs bcnangkutan
dJJulnlahkan (diisi PAda cempat bcrtonda ll. Rp J.

16. Pad. tompat yang diaediokon (bert.nda f". Rp """"""" ) dUsikan h.sil
pengurangsn jumlah lot31 (In,," OPA-PO/OPPA-PDjDPAlrPO untuk satu tahun anggaran
dengan jumlah total dana )'nn8 Iclnh dl SilO kan.

17. I'"do kolom di $amping konan SP'2D Peruntukan uP dil.1 denga,n dana yang tcJah
dicaiJ'kan (di-SP2D-kon) untuk ~cperluan UP_

18. Pad" kolom dl samping kanan SP'JD Perunwkan OU dU.i dcnpo dana yang tela.h
dlcairkan (eU-SP2D-k-an)unruk keper1uan au.

19. Pad. ko}om <b sampn, kanan SP2D Peruntu.k:an TU dUll denpn dana yang tdab
d)Qllrkan fdi-SP2D-ka.'1J untuk kepc:rluan TU.

20. Pada koktm di tampt.n& kane SP20 Pcrunwkan LS PC'mba_yara.no..Jl dan Tunjan;an diiai
denpn dana )-ang tciah dkafrt • .n fdi-SP2D-kan) unluk: kepcrlu..\ pemb&yaran gaji dan
tUnJ8Ilga.n PNs..

21. r.d .. kolom di aamplns kanan SP2D Peru.n,uklUl LS Pel'l,pda.an 9aran& dan JaM duai
dengBn dana yang telah dlc"irktt.n (di-SP20-kan) untuk: k~pcr1uAn pcm'tmyCU'tY'lee pihak
ketlga da1am rangka pcnpdilMl btlrttt1SIJasa.

22. Scluruh dana yMg lclttl, dlea,rluln ~d8J'i point 17 :srunpol 11Q1nl2l) dijumlllh.ka.n dan
dU.lknn padtt tcnlpa!. dC(lSftl\lAnds 111.Rp .

23. Pbd" tcmput de(lgBt! Uinda. n·lll Rp " diiaiLcQ.nJUIl'llAhbasU pcngl.lTa.rlg.. n
danB scluTU.bSPD (daTi poine 18J den&l'n d!ln3 yang ~Iah di-9P20 ..kM (dan point 2:2).

24. OJ o.ta. barls pen:mda,tllngBnAtI oleh bcndahara pengclu,Antn dilli de.ngan tanggal dan
tcmpat penerbitan SPP.

25 0' I»wah ta.nda. tanpn bC'ndahlJ'apen.geluar.tndiisi d~.n nam. pas beDdahara
penaelu:aran dan di ba'W'ah nam. dUll rtlP bendahan pengt)uaren.

26.0i aamping Idri tanda tan&&" bendAhera pengeJuaran dibubuhkan pula tanda (anD"
Pf'TK_

27 01 bfht.'8.h Ia.nda Ulft0!n PPM( dUll dcngan nama .ielas PPTK dan di blv.--.h nama diisi NIP
PPrK.

•

•



•
(Nfl'"!!. LengkapJ
NIP.

(Naml! !&n"kilP]
NIP.

Bendohoro Pengeluaran
Mengerohui.
Pr.jabat Pelaksana Telen.s Kegaatan

. .. , .

No. Kode Reke~I~C Uraian Jumlah
Urut lrunel .... Ob eki !RDI

l.
2.

JUMLAH

RI!:NCANA PENOOUNA.AN DANA

RrNCIAN

Hornor: , Tahun ,

PEMERIlITAN KABUPATEN L.Ar.1PUliO TENGAN
8URAT PERMINTAAN P&MBAYARAN LAl'iGSUNO BARANG DAN JASA

(BPP.La BARANG DAN JASAI



PIt. BUPATI LAMPUNG TENGAH

I. NomordJili denpn nomor SPP.
2. Kolom kodo rekeninc d,ial d(lntcnn Mncton obJek rekcnina pJl dAn tul'\lona_n
3. Kolomurnlan dUsldenpn "nMd rtnclan objek rcktnins aaJl don tur\l"ogan .cauli dengan kodc

rc:kc:nlflGyo,ng ado. pndn. kolom IIM:bclllmnyn(do,rl point 2)
4. Kolom jumlo.h dlilll d4tt\gl'\njutnlah dena y,_ng ,,'kAn dibeoonlc,," pudn n'IAalntMma..!ling kode

rekeJ'Ilng,.
S. Seluruh dana pada ma.ins mall"S kode rcktning dlJumlAhkan I('hlnggll dih.asUkan Jumlal1

tOlrtlnya.
6 01 8.... bali. pe-nandalanpnM dU.1den... " IAftua1 dan tempe' J)c'nt.fbltan SPP.
1 01 ba\\.. h lando lanp.n benctahftn pengduaran d.U1If denpn nama ;e1a.s benc,bhalll

JX'"F-1uaran dan dt bawah nama ddai NIP bcndahant pcnl<l\4Ar&n

8 Dl Inmpinc kin tanda (nnan.nbend. han ptngduaran dibubuhlmn pula tanda tangan PPTK.
9. 01 bnwah lafk1a tangan PP'l't( dUll dcngan tilltntl. jet •• PM'K d&l\dllHlwllh narM dHal NIP PP1'1<.

•

•



(Nama Lengkapl
NIP.

Bendahara Pengeluaran

...,.., .

(terbilang: )
c. Untuk Keperluan Bulan .
f. Nama Sendabara Pengeluaran .
g. Jumlah pembayaran Yang Diminta .

[terbilang: )
h. Nama dan Nornor-Rekening Bank .

· ..·· .
a. Jenis Belanja
b. Tahun Anggaran
c. Dasar Pengeluaran SPD Nemer
d. JumJah Sisa Dana SPD

Dengan memperhatikan Peraturan Supati Lampung Tengah Nomar Tabun
...... tentang Penjabaran APBD_,bersama Inl kami mengajukan Sumt Perrnintaan
Pembayaran Lang-sung sebagai berikut:

KepadaYth.
Pcjabat Pengelola Keuangan Dacrah
DJ remoar

SURAT PENGANTAR

Nomor: Tahun .

FQru,ruYR Sp·p r,S Belonja SKPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG

BELANJA PENGELUARAN SKPKD

Lampiran V :
PSRATURAH BVPATII.AMPt1NG TEltGAH
NOMOR::;' TAIIU'H2026
TBNTAHG PE1"1JNJUK PEltAKBAlfAA.K AnGGARA.M'
PENDAPATM PAl' 8£l.ANJA DAEiRAH



•

I, Hornordiisi dengan nomor spp,
2, POdiisi dengao nama PD.
3, Hornor Peraturan Bupati Lampung Ten&8_hdiisi dengan ncmer Penlnlran Supan Lampung

Te:ngahmengenal petUabaran APSDpede tahuo anggaran )leng belnngk-utM.
4, Ururtrulpemerintahen diili dengtln kode dan llama urueen pemertntenen.
S. POdiisi dengan kcde dan name PD.
6. TAhun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkute».
7. Olltar pengeluaran dii$!dengMnnomor SPD .l'ang mendaeart penerbltan SPP.
8. Sill. dana SPOdiisj dengan jumJab dana yang befum dicairkan dlVi SPDyang mendasarl

penerbttan SP? ?enJd-siandieenaJ dcngan jumlah tubllAn&dati dana SPO )'8Og bc:Jum
dlcAoirkan tenebuc

9. Nama bendahora pengelu...... dIlal de...... nama bendMa .... pcnaeI\W'aQ PO yang
me:nerbitka.n SFP,

10. Pembayaran )'8llg climtnta dUti def\3Anjumlab dana yang dumn1a untuk dJCaU'kanh'll1
peDerbita.nSPP. Pen.g;.ian ditenaa dctlJaD jumlah terbilang dan dana yan.g duninta umuk
cliC'airkan tersebut.

l L Nama dan comer rekenlng bank dUll dengan nama dan nomer rekenlns bank pihak ketiga
yang menerima dana dati belanjA LS SKPKD.

12.01 alas baris penendetangenen olch bendanara pengeluaran dllli ueugaa tanggal dan
tcmpat pencrbitan spp,

13, IIIbawah tanda tangan bendohnro. pengetueran dUsidengan nama Jela. bendehare
pcn&eiuar:an Clandi bav.'ah nama dU,1 NlP bendanara pen.gelual·arl•

ear-. PeD.JUiaAFotmwu- 8unt PcDlutaI' 8PP·LS Bcla.Qja Pc.-Oletu.araA8KPKD



(Nama Len(llsapl
HIP••

Benda hare Peng.luaran

............ ., .

RlNOKA8AN OPA·/OPPA.{OPAL-PD
Jumlnh dana DPA·PD/DPPA·PD1DPAL-PO I I. RIJ ........................

RfNOKASAN SPD
110. NomorSPD TaD",", SPO Jumlab Dana
Unit

JUMLAH ll. Ro.............. ,..........
1..11.Rp .......................

RlNGKASAN SP20
SP2D Peruntukan UP .........................
SP2D Peruntukan au .........................
SP2D Peruntukan TU .........................
SP2D Peruntukan LS ........................

JUMLAH m. Rn............. , .... ,'_.•
u-m s» ...................

RINOKASAN

Nomor. Tahun .

PBME.RIIITAH KABUPATBH LAMPUNO TEHOAH
SORAT PERMnlTAAH PBMBAYARAN LANGSUHG

BELANJA P&NGBLUARAH SKPKD



t, Nomor dUel. denpn nolIleX' SPP.
2. Jumlah dana DPA-PD/OPPA-POJOPAL--POdillA dens-" Jumlah 4a.na DPA.PD/OI'PA­

PO/OPAL-PO u.ntu.k aatu tahu.n angpntn)'fUl,s btr1laJ\C)Nt&ft.

3. R,npaaan SPO d1ltf deogan ringkasan SPD }'8nc telah duerbitkan/dltetapkan untuk PO
)'UJ'I3 bertan«kutan. Ma.!Jing-masing riogkaaan SPD. ye.itU ncmcr, tanagal peaetapaa SPO
dnn jumJah dana yang dlsedlakan Lewat SPO dji81kan d•• m kolom ..kolom yang \ersedia.
1..8lu aeluruh dana SPO yang pemeh dtterbttkan untuk PO yang bcrsangkutan
dijumlahknn (dilaJ pada tempat bertanda II. Rp._ .. , " ).

.... Pnda. lempaL yong diacdioko.n (bcrtanda J-JJ. Rp " ) dU.tltan ha3iJ pe.n.gu_ra_ngoll'l
jurnlllh tot41dana. OPA.PDjDPPA-PO/OPAL.POunruk tatu tAhun ~~_n dengan jumlah
totQ! d""n. ya.n.a tcleh di-SPI>~k;.\n.

5. Pll.do.koJolU di samping kanan SP'lO Perunrukal) UI> dllal dengan dana yang retan
dlc.I,knn Idl..sP2D·kan) untuk keperluan UP.

6. J)n,dl\ kolom di earnpmg )c;ma.n SP20 Peeunruken au dihd denean dana yang teleh
dlc .. irkM (di..sI:l2D kf.a.n)uruuk keperluan QU.

7. Pada ko)om di aamping kanan SP2D Perunrukan TU dUat cknpn Clana yang telah
dlcalri«ln (dl-SP2D·kanl untuk keperluan TU.

8. Pada koktm di *Ampinskanan SP2D Petuntukan l.S dlilldt'-n.pn dana yang tclah dicai.rkan
(d.~SPlO.ka", untuk kept.riuaD pemba.yaran lane-tunc.

9. 5olonll' dana yanc telab __ (®ri point 5 pa1 point et lIIJumlahlcan dan diisikan
pede tempot deopn "",do OJ. Rp .

10. Fade temPlt denpn mOOa lJ.m Rp dileabn jumlah baaU pengurangan.
dlll\(\ oeluru.h SPD (dan point 3) dengan dana yang telah dl·SP2D-iwl (dati point 9~

t t. 01 alai berl' penan<Jac:an.ganan dils:[ dengan tangpl dan temp", pencrbitan SPP.
12,Oi bnwah landa tangru'l bendahara pengeluaran dU,l den8lln nama je:las bendahara

peogetuerun dan di bawah nama diisi N[P bendahnra pcngclu8,ran.

Ca.ra Pentl.lan "onnulll' Ria.lkaAll SPP-LS Bda.QJa hatelua.n.a. 8K.PKD



(NamAI&opap)
NIP

Bendahara Pengeluaran

....... ..... , .

No. Kod. RekeDID, Uraia.n J'1lID1ab
r- Urut (RiDCia.D ObJe") (Rp)

1.
2.
3.
4.
S.
6.

I· 7.
8.
9.

.JtJKLAH

RENCANA PENGGUJllAANDANA

R1NCIAN

Nomor: 1'ilhun , .

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNO TENOAH
SURAT PERM1J11TAANPEMBAYARAJII LAJIIOSUNO

BELAJIIJ'APENGELUARAN SKPRD

•

•



Pit. BUPATI LAMPUNG TEI'fGAH

I. NOfl'lOI'dU.1dengan nomor SPP.
2. Kolo'" kcde ~kcnins dUll dcn8J1" rlnCUlnobJck rekcninl pjl dan lunJlnp.n.
S. Kolom uralan dillli denSW'lnama rlnclan objc.k n:kcn!na PJi dan luru.nc:"n tte.Ual dengan

kode 1'Ckonlngr-ns ada pade kolom "cbe1uml'1Yll(dar! pcim 2J.
4. Kolom jumlah d)i.1d.l\pn jurnl.h dana yans .~" dit)f'binu.n pMd. ", •• inC·fM_t!lnckodc

rt'kml,,".
S, 9c:1unJhdana pad. mll1nc"'m."na kadr ~kenmc djjumlahkan tM:hinlP dlhuUkADj\lnttab

tolalnya.

6 Ill.....bona penando.anpnon du.1d_ ..._. dan te...pe. pe_1an SPP.
7 Of tMtwah lAnda l8JlPr' bendtlhara penCe:luaran du.i de:IlfIln ruun.. JC-lu beodah&ra

penccluaran dan d.i l)a1Ao1l}, fLllma dU.1 HIP ~ndaha.nL pc:nertUAran.

•

•



(Nama Lengkapl
NIP.

Bendahara Pengeluaran

.................. , Tanggal ..

(tcrbilang: )
f. Nama Bendahara Pengeluaran : , , .
g.• Jumlah Pembayaran Yang Diminta "",,,,,,,, .

(terbilang: ,. ,. )
h. Nama dan Nomor Rekening Bank ..

· .·· 0'"
·· .
· ,..".., ~,..· , ,..~ .a. urusan Pemerintahan

b. PO
c. Tahun Anggaran
d. Daser Pengeluaran SPD Nomor
c. Jumlah Sisa Dana SPO

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor ..........
'Tahun .... , .... rentang Penjabaran APBD. bersama ini kruni mengajukan Swat
Perrrrintaan Pembayeran Tambahan Uang Persediaan eebagai bertktat:

Di Tempat
PD .

Kepada Yth,
Pengguna Anggar an / Kuaee Pengguna Anggaran

SURATPENGANTAR

EORMULIRSpp TV
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNGTENGAH

SURATPERMINTAAN PEMBAYARM TAMBAHAN UANOPERSEDIAAN
(SPP-TU)

Nomor: ••• Tshu.n .

Lampln.n VI :
PERATURAN BUPATl LAMPUHOTEJlGAB
.OMOR : 3 TAIIUli 20U
TENTAlfG PETU1f3UK pELA1(_$AlfMlf AlfGGA.RAft
PE.HDAPATA." J)AlI BI!.:LAI'lJA DAERAH



I. Nomor dU8!clengan nomor SPP.
2. POdU,i densQ."neme PD.
3, Nemer PtrAtUl'1lnBl1I)lltil.nmpung Tengal\ dB" dengun nomor Peraturan Bupntl l.ampung

Ter'gah mengenet penjAbAl'an APBD pede tahun nnggurl';l.nyang besMgkutnn
4. Uru.a.n Pcmcri,ntAhan dii'i dcn.gankcde dwn nema urueeu pemerintfl.hRn

5. POdUaidengan kode dan nama PO.
6, Tahun QnggMrundH"j dengan IAhlln nnggaMn yAng bersnngkutan.

7. Dnenr pengefuaran diiai dengen nomor SPDyang mendueart penerouen SPI'.
8. SI9n donA SPO dii!ii d~ngAn jumlah dantl yane belum dicn!rklln dAn SPD yang mendaaart

penerbitan SP1', Pengillian dleertai dengan JUllllah ~rbllang dan dana SPI) yang belum
dioeirkan rersebut.

9. Nafoa bcndahera pengcrueran dUsj dengan nama bt:ndahara pen_g<:lllftren PO yan&
menerbnkan SPP.

10. Pembayarlln yRng dlmmta dihli dengan [umlah dana .)'ong deninta untuk dicnirkan lewat
pcnerbitan SPP. Penglslan diser18i dengan jumlah terbltang dar! dana yang dlmlnta uruuk
dicairkan tersebuc,

11.Nama den nomor rekentng ba.n)cdii-,i denSlln nama bank beserta nomor rekening bAnk
bcndtlho.rQ.penselUQ.rAnp3dl.\ bank tereebut yang akan dipaknl unll,k I'M'mlndahbuktlAn
d",rl;:lY"I\8 dhninta unruk dicairkan tewat penerblten SPP.

1'2. Oi atas beris penandatang.anan diisl dengan tQJ'lggaJ (Ian rempat penerbtten SPP.
13. Di bawah tanda rengan benda.hara pengeluaran (Ilial dengan nama jelas bcndahara

pengejuaren dan di bawah nama di,lsi NIP bendehnra pengelueran.

Car. Ptn,I,lan Formullr Surat POrl,taJlt.,. 8PP·TU



(Nama Lengkap)
NIP.

l3endahara Pengeluaran

.............. , , Tanggal , ~

RINGKASAN DPA·/DPPA·/DPAL-PD
Jumlah dana DPA·PD/DPPA·PDJDPAL-PD IL J?;;..... .. .

RINGKASAN SPD
No. NomorSPD Tanggal SPD JumiahDana
Urut

1.
2. I

JUMLAH II. RD....................
1·11. Rii...............

RlNGKASAN SP2D
SP2D Peruntukan UP
SP2D Peruntukan GU
SP2D Peruntukan TU
SP2D Peruntukan !.S Pembayaran Gaji dan
Tunianaan
SP2D Perurnukan !.S Pengadaan Barang dan
Jasa

JUMLAH III. iiiJ......................
II·mRo...................

RINGKASAN

PEMERlNTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAM BAHAN UANG PERSEDIAAN

{SPp.TUI
Nomor: ,. Tahun .



1, Nomor diiai dcngan nomor Spp,
2, Jumlah dana DPA·PDjDPPA·PD!DPAL-PDdUsl dengan jumlah dana DPA..PD/DPPA·

PD/DPAL·PD untuk saru tenu» anggaren yang beraangkuran.
3. Ringkasan SPD diisi denean rtogkasan SPO )'B.Dg tetah dlterbitkanfdi1:etapkan unnrk PO

)'ang bersangkutan. Masing·masing ringkaean gPO, yaitu nomor, tanggal penctepen SPD
dan jumlah dana yang disediakan lewat SPO cliisikan dajem kolom-kolom yang tersedla,
Lalu eeluruh dana SPO yang pernah diterbitkan untuk PO yang bersangkutan
dijwn1ahkan (diiSl pada tempat bcrtanda Il. Rp ,,).

4. Pads temper yang disedio.kno (bermndn 1·11. Rp ) diiaikan hQ8il
pengurangan jumlo.h total dnntl OPA·PD/DPPA·PD/OPAL·PD uotuk eetu tahun MsgA:ran
dengan jumlnh total dane yMg tclah 4i-SPD·kan.

5. Pada kolom di samplng kauan SP2D Peruntukan UP diiai dengan dana yang tetah
dicalrkan ~di·SP20-kanl untuk keperjuen UP.

6. Pada kolom di samping kaoQJt SP20 Peeurnukan CU diisi dengsn dana yMg te1Ah
dicairkan (di..SP20~k;.lnlunruk keper-luan QU.

7. Pada kolom di samping kanan SP2D Perunrukan "-1'Udusi dengan dena yang telah
dlcetrkan tdi-SP'20~kanl untuk keperluan TU.

8. Pada kolom di tI~mpint "'l\_n,anSP2D Perunrukan 1.8 Pcmbayaran Gaji dan Tunjan,g<\ndllel
dengan dAA<l)'I\ng r,eJah dicairkan (di.-SP2.D-kan) untuk keperluan pembayaran eaji dan
euuiangan PNS.

9. Pads kolom di samping kanan SP2D Peruntukan £.,$ Pengadeen SaTang dan Jasa diisi
dengen dana sang telah dicairkan (di-SP2D~kanl untuk kcperluan pembayaran ke plhajc
ketiga dalem rangka pengedeen barang/ jasa,

10. Seluruh dena yang tetah dicairkan (dan point 5 sampai point 9) dijumlahkan dan dhsikan
pada tempat dengan tanda lJ1.Rp .

11. Puda tempat dengan tanda Jl·rl( Rp diisikan jumlnh ~~ilpengurangen
dana seturuh SPO (dari point 3) dengan dana yang telall dl-$nD·kan (dan point 10,.

12. D1atas bans penandatanganan diisi dcngan tanggal dan tempat penerbitan SPP.
13. Di ba ....-ah tanda tangan bendanara pengeJuaran dUal dcngan nama jetas bendabera

pengeluaren den dl beweb nama diisi NfP bendahara pengetuaran.

Cay. PClnci8iau i'onnulir RiuC)ca....u SPP·TU
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PIt. BUPATI LAMPUNG TENQAH

1. Nomor diisi dengan uomor SPP.
2. Program diiai dengau kodc dan nama program yang akan dijaksenakan.
3. Kcgiatan dilsi dengan kode dan nama kegtetan yang ekan dttaksanekan.
4. waktu petaksanaan dUg; dengan pcrtode waktu peleksanaan kegJatan.
5. Kolomnomor urn' dii.i dengan nomcr urut pengisfan kode rekening.
6. Kolom kodc rekening diisi deogan kcde rlnclan objek dan kegteten yang akan

dilakeanakarr.
7, uratan di!sl dengan uralakan rlnclen objck dan kode rekentng pada kolom sebelumnya

(dati polo~6).
8, Jumlah dihJj dengen jumlah dana yang akan djbebankim pada maslng-maetng kode

rekentog.
9. Sub tOtal dUsl dengan JumlaJl dart SCIUTUh dana yang akan dibebankan p~t1~ rckc::uins,-

rekenfng 8USCU kegietan.
to. Total diiai dengan jumlah dati eeluruh jwruru-I sub total.
11. 'Ierbilang diisi dengen jumleh terbilang dari eefu ruh jurn{ah sub total.
12. Di ams barie penuodetanganan dii:si dcngan tangg.a1dan rempat penerbteen $PP.
13. Oi l>st\\·a.f'1 tanda cengen bcndabara pcngeluaran diiei dengan rmma. jelut bendehera

pengetueren dan di baweh nama dlhsi NIP bc:ndttb.o:tnl. pc.:l\gelu8I'an.

Car. Pcogi.ia.n FormuJJr Rl.nclan SPP-TU



SP"•"on",
I IDlIIi olctl Pf'K-PDI
KUA8A 8KJJDAHARA UM'UM DAItRAH Po'Oftlln·potoll,ant
KABU·PAT2H .................

S" .'.,,,.,
)1) : Ol .. ~. ,."'''''~" V'l!an••• Jumlo.h Kac.'liInca"INo..R.1f.,,1Il.1I
9<md1l.h• .- S'e'nlle);IAr",n/PlhEilcKCI~lIa' ... ,,, ........................... C 11l'1Ift Wttlib
................................... ".......................................................... 1'"~..Woll Netrd

Namar Rflkenink 8nnk : ........................................................ 'lhb"tlSilft.. Jltl'\l'UiI,))M

"" ..,. .... "" " .... t., ... ". ". . .... ........... P. "w lIi

0 NP'WP; .................................................................................. e. .............
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Format register SP~t maupun format register penolakan SPM adalah sama. Yang mcmbedakan
han~ ~esi5te.r$PM dlpeI1,;;un;lkfln unluk I'tIt'!nCOll~l$Pfvt yans t.el:sh dinylll3bn Jensku.p cfeh

PPK·PO, eementera Register penolakan SPAtdipcTgunakan untuk, mencatat SPMyang ditolak

.ieb PPK·PD.

Apa.bfla ternyata !·f.>K·fl)menyaeejeen bahwe dokumen SPP·UP/OU/TUjLS betum lengkep,
malta SKPP ekan menerbitken eurae ponclaken SPl\1, yang juga dibuat dalsm due rengkap,
Saru dokumeu akan dlarstpknn dalam register Surae penotakan $PM. sememara dokumen
lninn)ra dikinmkan bersama SPp..VP/GU/TUjLS yank dltolak tadi kepada pengguns,angpran
untuk dtctcrteest dan dilengkapi oleh bcndaharo pengeluaran, SUTot penolnkan ini diterbitkan
Pilling lembat J hari kerja sejflk spp·Ur/OU/TO/LS ditedmll.

StAr, map"" dQk;vm.n SPM
l , Eluri9'*)'0- dlilll denglln uamu PO yang o.knn menerlmn dl\nB,
2, Bnrle "Bll'ndnhoNlPensoluo.ralt/ Pihak koHg.- dU.1 d~n8Qn nnmMbendQhflrA pengeluernn

PO yang akQn menerlma dana (llbutUI untuk: SrM UP, OUt TU), Sementera untull SPM
La. diil'l dengan nnml\ pihrtk kerign lp~gr;\\'1l1PO uneuk LS pji; nAmA plhak kctil;fl yAns
membenken jasn "taU mcnju8,1 barang Ktlpnda. PO untuk 15 bitrang dar) Jtlta) karena SI)fo;1

l.s ekan dtberiken lans,aung kepeda pihnk ketlga mnpa melewatl bendaho.ro. pengeluo.rnn.
3. NomoI rekenlng bank t1lhd deegan nomor rekentng bank PO/plhak ketfge.

<1, NP\VPdilfti dengan nomor NPWP pihflk kotigfl,
5. Dl'IlR\rPcmbayar..,n dll,.1dCI'I(9'U'1 nornor den lAtlggal gPO yang mcnjadi deeer pengajuan

Spp ylUlg dl SPM·kan.
6. Untuk kepcrluan djjai dangnn kcperlunn pcngojuon SPP yMg di SPM~k;ln,
7, Dnrl& pembebanan pada kode rekenlng diisi dengan kode urueen, program, dan kegietan.

eerea kcde rekenlng dan uraian dari Melan yang dimintaken dananya.
8. .Jumtub S)'J) yang dlmlnta diist dengnn jumlnh uang SPP ya.ng dlmtntaken berdeaarkan

Spp yang dlajukan.
9. Junllo.l) 8J·0 <lUst dengan jumlen <Ia,na SPO ya.ng me1uadi desar pcngajullR SPP

bersangkuran,
10.PotongOll berupa I'umtl wajib pegawal,legen. tabungan pen,,,,ahWl pt4Jawai <fa" potOll.gati

:sejeru':j l«innyc.t cl~'~'$l'$~:juc.u·d(:rtya.rl kclctl~.c.lallpt:l1Jlldwt!)Wt yWlg be-Ifaku, .lumlah: potongall
I'ni «k(J1l If,U19S11t1{/dikurtJ/I{Jk.ullole'. ko.tfda (kuasa BUD) seJu'tlggaaka,t nlengurangi jumlah
SJ.\\{.

J 1.Poton9011berupa PPN, PPh dan/atau pajak l«inllya diisi eesuai de/lgan ketontuan
p6rundangan yang berfa,ku. Jumlnh t6r8cbut hanya sebagai in/ormas; c:/Qnlidck In(l"!1vrongf
prtltah SP,\1 telapl ti'dttk ,nenguro/lgl jllltliah SPA!. Afeskipun aras kS8spakaron kasda
melakukan pemOfongan namun tindakan lersebut dilakt~rmn a~Q'.s name hqnd(JhQra
pen96h~CV'an,
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OMANGKOHER!

Pit. BUPATI LAMPUNO TENOAH

cat. pencisl.an Register/KelistClr pcnolakan SPM·UP/GO/TV/LS
t. Kelom 1dilaidengan nomor urut SPM·UP/CV/TU/I.$ (Oaji, barang dar. jasat
2. Kotom 2 djisi dengan tanggal diajukannya SPM·UPIGU/TV /1..$ (O"'j.i.»>rans daft jeee)
3, Kolom 3 diisi dcngan nomor SPA1·UP/GUjTUjLS yang diajukan
4, KeJom I~diisi dengau uralen SP~I yang dittj u kan SP},,!-UP/OU/TU/LS (Oaji, barang dan

jassl
S. Kolom 5 diiei dcng£\n jumlch .upinh SP1Iol-UP/CU/'tV/LS (gtaji. barang dat'I jasa)
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Bendaharu pengeluaran mencruut SP2D ke dalarn dokumen pcnateusehean yang

terdiri dan:
61f BKU pengetueren.
" Buku PembantuSimpMM/ bank.
&J Duku pembantu pajak.

611 Buku pembantu panjar.
&J £Juku rekl1pltulaalpengeluaran per rtncten objek.

.carl PJUlIJ.lan Re,l.ter 8P2P
Kolom 1 diiai dengun nornor urut SP2D untuk pengelueren UP/OU/TU/LS (G[\ji.

berengdan jftt'A) yftn&dlterbltknn.
Kolom 2 dnal dengan tnnggal diterbitkllnnya SP2D.
Kotom 3 dUal dons!'\n nomor 9P'20 untuk pengelu...r~n OP/OU/TUjLS yang
dlterbltkan,
Kolom 4 dUaldenganorelen SP20yangditerbitkan.
KoJom 8 dlisl dengan jumtan ruplnb d[kcluarkBn \lnt\.lk pengetueran UP/OU/TU/LS.
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CUa Penglaian Register pcnolaka.D SP2D

Kolom 1 dUsi dengan nomor urut,
Kolom 2 dUsl dengan langgat dan nomor sur-at penolakan penerbltan SP20.
Kolom 3 dilsi dengan nomcr SPMyang ditolak.
Kolom 4 dlhsi dengan Wtt:s~npeJ~~lakan peneJ'biUtn SP2D.

Kolom 5 diisi dengau jumleb SP~f-UP/GU/TU yang ditotak penerbitan SP2D.
Kolom 6 diisi dengan jumJah SP~1 l.S .rang ditolak pe.nerbitan SP2D.
Kolom 7 dilsi dengan penjelasen yang diperlukan.

ApabUa. ternyere kueee BUD menyetakan bahwe dokumen yang diperlu.ka.:'I belum 1eftgkap~

ruake kUBSSBUD membuat surat peaolakan penerbltan SP20 dalam dUB rangkap. Satu

dQkumen (lib~..rikankepa.da PPXD yang kemudian akan dibenkan pa.da pm8Sun~ ansaaran

agar menyempumakan S?M, sementara yang &atu akan diarsipkan dalam Register sural
pcnQIQkQn penerbitAn SP2D. Ptoselt penolakan SP'2D diJakukan peling lembat 1 bad ktri~

scjak SPM ditc:rima.
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